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Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagimana upaya 
hukum yang dilakukan kreditor agar kepentingan hukumnya terlidungi ? 2. 
Bagaimana wujud perlindungan hukum terhadap keditor akibat debitor dinyatakan 
pailit ? 
Dalam mejawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan penelitian pustaka 
atau library  research dengan pendekatan undang-undang (statute aprroach) dan 
pendekatan kasus (case aprroach). sumber data yang penulis gunakan adalah data 
primer berupa putusan pengadilan niaga dan undang-undang yang mengatur masalah 
kepailita, data sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal hukum dan hasil penelitian 
yang terkait hal yang diteliti, data tersier yaitu kamus hukum, artikel da surat kubar, 
bahan non hukum berupa buku-buku ekonomi yang relevan dengan topic penelitian. 
Hasil dari penelitian ini setelah membedah putusan majelis Hakim pada 
pengadilan Niaga nomor 003/Pdt.Sus-Pkpu/2014/Pn.Niaga.Mks adalah bahwa dalam 
kasus ini pihak kreditor dalam hal ini Bank Mutiara dalam mengajukan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah memenuhi syarat ketentuan pasal 222 
ayat (3) UUKPKPU dan pihak debitor dalam hal ini Koperasi Simpan Pinjam (KSP) 
Multi Niaga dan Ir. H. Mubyl Handaling telah diberikan penundaan kewajiban 
pembayaran utang (PKPU) sementara 45 hari, perpanjangan PKPU tetap 15 hari dan 
120 hari guna tercapai perdamaian namun setelah diadakan rapat pemungutan suara 
rencana perdamaian para kreditor mayoritas tidak menyepakati untuk berdamai 
sehingga majelis hakim harus memutuskan PKPU berakhir dan debitor dinyatakan 
pailit sesuai ketentuan pasal 281 ayat (1) UUKPKPU, selanjutnya pada saat 
dilakukan penelusuran terhadap aset debitor  Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi 
Niaga ternyata tidak ditemukan aset yang mengatasnamakan Koperasi Simpan 
Pinjam (KSP) Multi Niaga dan hanya atas nama Ir. H. Mubyl Handaling dan istri 
yang ditemukan, sehingga majelis hakim mencabut status pailit Koperasi Simpan 
Pinjam (KSP) Multi Niaga dengan alasan sangat tidak mungkin Koperasi Simpan 
Pinjam (KSP) Multi Niaga melakukan pembayaran utang-utangnya kepada kreditor 
dan tagihan-tagihan lainnya dari hasil penjualan harta pailit. 







A. Latar Belakang 
Gejolak moneter yang terjadi di beberapa Negara di Asia, termasuk Indonesia, 
sejak pertengahan tahun 1997 telah membawa pengaruh yang besar terhadap kegiatan 
ekonomi nasional utamanya kemampuan dunia usaha untuk mempertahankan 




Di dalam dunia bisnis persoalan akan dana merupakan persoalan pokok yang 
harus dipenuhi bagi pelaku usaha guna mempertahankan dan menunjang 
kelangsungan kegiatan usahanya, sehingga untuk mengatasi persoalan tersebut 
kebutuhan akan pinjaman modal dalam bentuk utang piutang merupakan solusi 
terakhir yang sering ditempuh oleh para pelaku usaha.  
Persoalan yang timbul kemudian dalam utang piutang adalah apabila dalam 
waktu yang telah ditentukan dalam hal ini utang debitor tersebut sudah dalam 
keadaan jatuh tempo, akan tetapi debitor justru tidak memiliki kemampuan ataupun 
itikad baik untuk mengembalikan pinjaman berupa utang beserta bunga yang telah 
ditetapkan tersebut kepada salah satu atau beberapa kreditornya. 
Kepailitan merupakan suatu jalan keluar untuk dapat memecahkan persoalan 
utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak 
                                                           
1Bernadette Waluyo, Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 





mempunyai kemampuan atau itikad baik untuk membayar utang-utang tersebut 
kepada para kreditornya. Apabila ketidakmampuan untuk membayar utang yang telah 
jatuh tempo disadari oleh para pihak baik kreditor maupun debitor, maka langkah 
yang dapat diambil oleh kreditor ialah dengan mengajukan permohonan penetapan 
status pailit terhadap debitor atau debitor sendiri yang mengajukan permohonan pailit 
atas dirinya sendiri, Di lain sisi permasalahan yang juga mungkin dihadapi oleh 
kreditor dalam proses kepailitan adalah adanya itikad buruk dari kurator dan hakim 
pengawas dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta kekayaan pailit 
(boedel pailit). 
Tindakan pemerintah indonesia untuk melindungi hak-hak para pihak yang 
berkaitan dengan masalah kepailitan adalah dengan  merevisi Undang-Undang 
Kepailitan sebagaimana awalnya diatur dalam Staatsblaad Tahun 1905 No. 217 
juncto Staatsblaad Tahun 1906 No. 348 menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang (perpu) No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Kepailitan yang dikeluarkan pada Tanggal 22 April 1998. Tanggal 9 September 1998 
Perpu No. 1 Tahun 1998 disahkan menjadi Undang-undang No. 4 Tahun 1998 
tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan menjadi Undang-Undang, 
akhirnya pada tanggal 18 Oktober 2004 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 diganti 
menjadi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan 





Penggantian Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang No. 
37 Tahun 2004 sangat penting, karena sudah dianggap tidak relevan lagi dengan 
perkembangan zaman. Presiden Sebagai pengemban amanat rakyat tentunya 
mempunyai kewajiban konstitusional untuk melaksanakan pembangunan nasional, 
salah satu bagian dari pembangunan nasional adalah pembangunan hukum nasional 
yang berorientasi kepada mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan 
pancasila dan UUD 1945.Penyempurnaa  terhadap undang-undang kepailitan 
dimaksudkan untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat, 
adil, terbuka dan efektif.
2
 
Menurut rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 37 tahun 2004 
tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang : 
“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang 
pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan 
hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.3 
Dari rumusan pasal 1 ayat (1) UUKPKPU diatas dapa ditarik beberapa 
indikator bahwa kepailitan merupakan penyitaan seluruh aset debitor yang dinyatakan 
pailit untuk selanjutnya dijadikan jaminan pembayaran utangnya yang dilakukan oleh 
kurator dibantu seorang  hakim pengawas agar tidak terjadi kekacauan atau 
perselisihan baik antara kreditor dengan debitor maupun kreditor yang satu dengan 
yang lainnya. Selanjutnya ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU memberikan 
indikator bahwa Kepailitan harus dinyatakan dengan putusan Hakim atau pengadilan 
                                                           
2Bernadette Waluyo, Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, h.v. 
3Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban 





serta Syarat seorang debitor dapat dinyatakan pailit yaitu debitor memiliki dua atau 
lebih kreditor dan debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh 
waktu atau dapat ditagih. Berdasarkan rincian pasal 2 ayat (1) diatas menjadi dasar 
sehingga beberapa kreditor dari KSP Multi Niaga mengajukan Penundaan kewajiban 
pembayaran utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Makassaryang pada akhirnya harus 
dinyatakan pailit karena rencana perdamaian tidak terpenuhi. 
Kasus kepailitan Ir. H. Mubyl Handaling  dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) 
Multi Niaga adalah debitor yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Makassar  
pada tahun 2015 lalu setelah salah satu kreditornya mengajukan Permohonan 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) karena dianggap tidak mampu 
membayar utangnya kepada Bank Mutiara (eks Bank JTrust) sebesar Rp. 
10.000.000.000,-  baik pokok, bunga beserta dendanya  yang mana dalam perjanjian 
utang itu Ir. H. Mubyl Handaling turut sebagai penjamin pribadi. Dilain pihak 
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga juga memiki utang kepada , Bank 
Negara Indonesia (BNI), Bank Jabar Banten (BJB), dan Bank  Andara. Seiring 
berjalannya proses PKPU ternyata tidak menemukan titik perdamaian sebagaimana 
tujuan PKPU itu sendiri yang termuat dalam pasal 222 ayat (2) UUKPKPU No 37 
Tahun 2004 padahal termohon PKPU I Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga 
dan termohon PKPU II Ir. H. Mubyl Handaling  sudah dberikan perpanjangan masa 
penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) tetap sebanyak 2 kali yakni PKPU 





oleh Para kreditor tidak memenuhi syarat perdamaian sesuai ketentuan pasal 281 ayat 
(1) UUKPKPU sehingga harus dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Makassar.  
Di dalam Al-Qur’an juga sudah menjelaskan pentingnya untuk memenuhi 
perjanjian utang piutang , sebagaimana yang dijelaskan dalam QS Al-Baqarah ayat 
283 yang berbunyi : 
                                        
                                         
        
Terjemahan : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu´amalah tidak secara tunai) 
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu 
mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan 
amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan 
janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang 
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; 
dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.4 
Berdasarkan  uraian latar  belakang  masalah  diatas,  maka  penulis  terdorong  
untuk mengkaji  dan  meneliti  ke  dalam bentuk penulisan  skripsi  dengan judul 
“Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor dalam Kepailitan (Studi Putusan 
No.03/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga.Mks). 
B. Fokus penelitian dan deskripsi fokus 
1. Fokus penelitian 
                                                           






Fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya hukum yang 
dilakukan kreditor agar kepentingan hukumnya terlidungi serta wujud perlindungan 
hukum terhadap keditor akibat debitor dinyatakan pailit. 
2. Deskripsi fokus 
Judul skripsi ini adalah “perlindungan hukum terhadap kreditor dalam 
Kepailitan (Studi putusan No.03/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga.Mks)”, dan untuk 
memahami judul skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis mendeskripsikan kata-kata 
atau istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini : 
Kata “Perlindungan Hukum” adalah berbagai upaya hukum yang harus 
diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara 
pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
5
 
Kata “kreditor” adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau 
undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan.
6
 
Kata “kepailitan” adalah Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan 
debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah 
pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
7
 
                                                           
5CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 
1989), h.38. 
6 Undang-undangnomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban 
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C. Rumusan Masalah 
Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dalam latar belakang masalah, 
maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah : 
1. Bagimana upaya hukum yang dilakukan kreditor agar kepentingan hukumnya 
terlidungi ?  
2. Bagaimana wujud perlindungan hukum terhadap keditor akibat debitor 
dinyatakan pailit ? 
D. Kajian pustaka 
Kajian pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian 
yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang mempunyai 
keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan maupun dari beberapa buku yang 
mana didalamnya terdapat padangan-pandangan dari beberapa ahli. Adapun bebepa 
literature yang didalamnya membahas mengenai perlindungan hukum terhadap 
kreditor dalam kepailitan adalah sebagai berikut : 
Tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam 
Kepailitan (Studi Kasus Peninjauan Kembali REG. NO. 07/PK/N/2004)”8 dalam 
tesis ini membahas 2 rumusan masalah yakni bagaimana perlidungan hukum kreditor 
atas kepailitan yang diajukan debitor, dan bagaimana penyelesaian harta pailit debitor 
kepada para kreditor sehubung dengan debitor mempailitkan diri. Adapun 
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kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa permohonan kepailitan yang dilakukan 
oleh PT. Tunas Sukses telah sesuai dengan undang-undang kepailitan serta ketidak 
jelasan tentang pengembalian hutang secara kepada para kreditor apabila ternyata 
harta kekayaan debitor pailit tidak cukup membayar seluruh hutang-hutangnya. 
Dimana secara tidak langsung kreditor diharuskan menerima kenyataan bahwa se,ua 
hutagnya tidak dapat dilunasi secara penuh hal demikia ini menjadi kelemahan dari 
undang-undang kepailitan kita. 
Skripsi yang berjudul “Perlidungan Hukum Kreditor Selaku Pemegang 
Jaminan Fidusia Dalam Kepailitan Atas Harta Kekayaan  Debitor Yang Telah 
Dinyatakan Pailit Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang 
Kepailitan Dan Penundaa Kewajiban Pembayaran Utang” 9 dalam skripsi ini 
membahas mengenai perlindungan bagi kreditor pemegang jaminan fidusia terhadap 
harta kekayaan debitor yang telah dinyatakan pailit Berdasarkan Undang-Undang 
No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaa Kewajiban Pembayaran Utang  
mengetahui permasalahan apa yang dihadapi oleh kreditor pemegang jaminan fidusia 
debitor dinyatakan pailit Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang 
Kepailitan Dan Penundaa Kewajiban Pembayaran Utang. hasil penelitian dari skripsi 
ini adalah pasal 55 ayat 1 UUKPKPU member wewenang kepada kreditor preferent 
untuk melaksanakan hak eksekutoialnya sendiri berdasarkan title eksekutorial yang 
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melekat pada setiap benda yang dibebani jaminan kebendaan tertentu. Berdasarkan 
pasal 27 ayat 10 dan 3 undang-undang fidusia, bahwa dalam kondisi debitor pailit 
barang masih mejadi milik kreditor, dalam arti merupakan debitor pailit, kreditor 
tetap berhak untuk megambil pelunasan dai barang jaminan fidusia tersebut. 
Artikel ilmiah berjudul “perlindungan hukum kreditor berdasarkan undang-
undang kepailitan”10 penelitian ini dilakukan untuk megetahui bagaimanakah bentuk 
perlindungan hukum keditor dalam hal kepailitan dan juga hambatan-hambatan yang  
dihadapi oleh kreditor dalam hal kepailitan. Adapun hasil penelitian normatifnya 
adalah dalam perlinndungan bagi kreditor berdasarkan undang-undang kepilitan 
yakni kreditor dalam hal mengajukan permohonan pailit bagi debitor harus 
berdasarkan persetujuan bersama dengan kreditor lainnya, pebatalan atas tindakan-
tindakan hukum yang dilakukan oleh debitor pailit yang dapat merugikan keditor 
yaitu dengan cara action paulina. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kreditor 
dalam kepailitan adalah belum adanya dana untuk pemberesan harta harta pailit, 
tidak kooperatifnya debitor dalam kepailitan, adanya debitor yang menjual aset 
sebelum adanya pernyataan pailit. 
E. Metode Penelitian 
Adapun metode penelitian yang dignakan dalam skripsi ini adalah meliputi 
sebagai berikut : 
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1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library 
research). Penelitian kepustakaan (library research) merupakan penelitian yang 
dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung 
dari sumber-sumber tertulis baik buku-buku, undang-undang, putusan pengadilan, 
jurnal, internet, serta karya tulis lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. 
Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan 
data-data dari berbagai literatur-literatur yang berhubungan dengan objek yang ingin 
dikaji. 
2. Metode Pendekatan 
Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pedekatan, dengan pendekatan 
tersebut  peneliti akan mendapatkan informasi dari beberapa aspek mengenai isu 
hukum yang sedang di coba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statute 
aprroach), pendekatan kasus (case aprroach), pendekatan historis (historical 
aprroach), pedekatan konseptual (conceptual approach).
11
 Adapun Dalam penelitian 
ini peneliti menggunakan dua pendekatan diantaranya pendekatan undang-undang 
dan pendekatan kasus. 
3. Sumber data 
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
                                                           





a Data primer ialah data dasar, data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama 
yang belum di olah dan diuraikan orang lain.
12
 Adapun data primer dari penelitian 
ini yaitu putusan terkait masalah yang ingin diteliti yakni putusan pengadilan 
niaga Makassar Nomor 03/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga.Mks serta undang-
undang yang mengatur masalah kepailitan. 
b Data sekunder adalah data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian 
kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengelolaan 
orang lain.
13
 Adapun data sekuder dari penelitian ini yaitu data atau dokumen 
yang diperoleh dari buku-buku hukum yang berkaitan dengan apa yang dikaji, 
jurnal hukum, serta pendapat para ahli yang dimuat dimedia online yang ada 
kaitannya dengan materi yang dibahas penelitian. 
c Data tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dari 
penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus 
hukum, kamus bahasa, artikel surat kabar dan sebagainya. 
d Baha non-hukum, yaitu bahan yang diperoleh buku-buku mengenai ekonomi dan 
mempunyai relevansi dengan topik penelitian. 
4. Metode pengumpulan data 
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Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian 
yaitu kualitas instrumen penelitian, dan kualitas pengumpulan data.
14
 Adapun metode 
pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 
menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan (library research) yaitu 
mengumpulkan berbagi putusan, peraturan serta buku buku  yang ada relevansinya 
dengan judul yang ingin  dikaji. 
F. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah: 
1. Untuk Mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh kreditor agar 
kepentingan hukumnya terlidungi. 
2. Untuk Mengetahui wujud perlindungan hukum terhadap keditor akibat debitor 
dinyatakan pailit. 
G. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan dari penelitian tersebut ialah: 
a. Kegunaan Teoritis (Ilmiah) 
Di samping mempunyai tujuan penelitian juga mempunyai manfaat sehingga 
hasil yang akan dicapai dari kegiatan tersebut tidak sia-sia. Adapun manfaat dari 
penulisan skripsi ini meliputi sebagai berikut: 
                                                           






1. Bagi diri sendiri untuk menambah cakrawala ilmu hukum, khususnya 
mengenai bidang hukum perdata tentang masalah kepailitan dan perlidungan 
hukum terhadap keditor. 
2. Bagi masyarakat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
sumbangan pemikiran kepada masyarakat sehingga masyarakat tentunya  
mengetahui masalah kepailitan. 
3. Bagi ilmu pengetahuan dengan adanya penulisan skripsi ini penulis harapkan 
dapat memberikan sumbangan dan masukan guna mengembangkan hukum 
khususnya dalam masalah kepailitan. 
b. Kegunaan Praktis 
Memberikan sumbangan Pemikiran kepada kalangan Akademisi universitas, 
praktisi hukum bisnis, Lembaga Pemerintah, Institusi Peradilan termasuk Aparatur 
Penegak Hukum lainnya dalam rangka menerapkan dan menegakkan Undang-undang 
Kepailitan maupun Peraturan Perundang-undangan lainnya yang memiliki relevansi 
dengan hukum bisnis di Indonesia yang bertujuan memberikan perlindungan hukum 







A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan 
1. Pengertian Kepailitan 
Bila ditelusuri secara mendasar, bahwa istilah pailit dijumpai dalam 
perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan  Inggris dengan istilah yang 
berbeda-beda. Dalam bahasa Perancis istilah faillite artinya pemogokan atau 
kemacetan dalam melakukan pembayaran. Oleh sebab itu, orang yang mogok atau 
macet atau berhenti membayar disebut le failli. Untuk arti yang sama di Dalam 
bahasa Belanda juga digunakan istilah faillete, sedangkan di dalam bahasa Inggris 
dikenal dengan istilah to fail dan dalam bahasa Latin digunakan istilah fallire.
15
 
kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan  yang ditetapkan dengan 
keputusan hakim, yang berlaku serta merta dengan melakukan penyitaan umum atas 
semua harta yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit 
maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan kreditor 
dan dibawah pengawasan pihak yang berwajib. Jadi dapat disimpulkan bahwa 
kepailitan dimaksudkan untuk mencegah penyitaan dan eksekusi yang dimintakan 
oleh kreditor secara perseorangan.
16
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Sedangkan dalam tata bahasa Indonesia, kepailitan berarti segala hal yang 
berkaitan dengan pailit. Pailit dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum diartikan 
sebagai keadaan debitor yang berutang yang berhenti membayar atau tidak membayar 
utang-utangnya, hal ini tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU menentukan: 
”Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas 
sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan 
pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun 
atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.17 
Istilah berhenti membayar, seperti digarikan secara normatif diatas, ini tidak 
mutlak diartikan debitor sama sekali berhenti membayar utang-utangnnya, tetapi 
diartikan dalam keadaan tidak dapat membayar utang-utangnya ketika diajukan 
permohonan pailit ke pengadilan.
18
 Berhubung pernyataan pailit harus melalui proses 
pengadilan, maka segala sesuatu yang menyangkut peristiwa pailit itu disebut dengan 
istilah ”kepailitan”. Keadaan debitor yang perusahaannya dalam keadaan berhenti 
membayar utangnnya disebut dengan insolvable. 
UUKPKPU dalam Pasal 1 ayat (1):  
“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang 
pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan 
Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.19 
Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kepailitan adalah sita umum 
terhadap semua harta kekayaan debitor yang nantinya akan masuk dalam boedel 
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pailit. Ini membeikan gambaran bahwa dengan adanya status pailit maka secara tidak 
langsung debitor tidak lagi memiliki penguasaan atas harta kekayaannya. Dalam 
konteks transaksi-transaksi komersial, maka pendapatan yang akan datang (future 
income) yang akan diperoleh oleh debitor pada masa akan datang adalah juga 
merupakan tanggungan ataupun jaminan untuk pembayaran kewajibannya.
20
 
2. Dasar hukum Kepailitan 
Sebelum tahun 1998 kepailitan dan penudaan kewajiban pembayaran utang 
diatur dalam faillissesment verordening (peraturan kepailitan) yang diundangkan 
dalam staatblad tahun 1905 no. 217 jo staatblad tahun 1906 no. 348.
21
 
Mengingat peraturan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran sudah 
sangat lama tentunya banyak hal yang terdapat beberapa kelemahan didalamnya 
dikaitkan dengan keadaan saat ini, kelemahan-kelemahan itu dijadikan celah untuk  
disalah gunakan oleh lembaga kepailitan dalam bisnis, kelemahan tersebut antara lain 
berkaitan dengan persyaratan pailit, jangka waktu proses penyelesaian pailit baik 
yang meyangkut proses penyelesaian sidang di pengadilan maupun di pihak kurator.
22
 
Tuntutan dari para pelaku bisnis dan pakar hukum yang menginginkan agar 
supaya hukum kepailitan bersifat umum yang berarti dapat menyesuaikan dengan 
perkembangan zaman sehingga tidak menutup kemungkinan adanya penambahan dan 
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penyempurnaan peraturan-peraturan dalam hukum kepailitan. Dalam 
perkembangannya, setelah berlakunya Undang-undang No. 4 tahun 1998 juga 
dijumpai berbagai macam kekurangan sehubung dengan paktik dilapangan, misalnya 
tentang pengertian utang dan pengertian utang yang telah jatuh tempo dan dapat 
ditagih serta kewenangan untuk mengajukan pailit perusahaan asuransi. Hingga pada 
akhirnya desember 2004 Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan undang-undang  
baru, yaitu Undang-Undang No. 37 tahun 2004  tentang kepailitan dan penundaan 
kewajiban pembayaan utang.
23
 Muatan materi yang tercantum dalam UUKPKPU  
terdiri dari Tujuh bab yaitu Bab I Ketentuan Umum, Bab II Kepailitan, Bab III 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bab IV Permohonan Peninjauan Kembali, 
Bab V Ketentuan lain-lain, Bab VI Ketentuan Peralihan, Bab VII Ketentuan Penutup. 
Semua hal yang berkaitan dengan masalah kepailitan oleh pemerintah diatur 
dalam UUKPKPU yang berisi tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 mengenai Perubahan atas undang-undang tentang 
kepailitan menjadi undang-undang. Dimana secara garis besar ada perubahan yang 
besar, salah satu hal yang baru dalam UUKPKPU, yaitu diperkenalkannya asas 
hukum yang disebut Verplichte Procueur Stelling yang artinya setiap permohonan 




                                                           
23Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang Di Indonesia, h.460. 
24Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek (cet V),(Bandung: Citra Aditya 





3. Asas-Asas Hukum Kepailitan 
Pada hakikatnya Lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang 
mempunyai fungsi penting, sebagai realisasi dari dua pasal penting dalam KUH 
Perdata yakni Pasal 1131 dan 1132 mengenai tanggung jawab debitor terhadap 
hutang-hutangnya. Kedua pasal tersebut memberikan jaminan akan kepastian hukum 
kepada kreditor bahwa kewajiban debitur akan tetap dipenuhi atau lunas dengan 
jaminan dari kekayaan debitor baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada di 
kemudian hari, pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata ini merupakan perwujudan adanya 
asas jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan. 
Adapun hubungan kedua pasal tersebut adalah kekayaan debitor merupakan jaminan 
bersama bagi semua kreditornya secara proporsional, kecuali bagi kreditor dengan 
hak mendahului (hak preferensi). Jadi pada dasarnya, asas yang terkandung di dalam 
Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata ini adalah bahwa undang-undang mengatur 
tentang hak menagih bagi kreditor atau kreditor-kreditornya terhadap transaksinya 
dengan debitor. Bertolak dari asas tersebut diatas sebagai Lex Generalis, maka 
ketentuan kepailitan mengaturnya dalam urutan yang lebih rinci dan operasional. 
Berbicara masalah kepailitan, tidak terlepas dari asas-asas yang berlaku, 
adapun asas hukum kepailitan yaitu :
25
 
a. Pernyataan pailit harus diputus dalam jangka waktu yang tidak berlarut-
larut; 
                                                           






b. Pengurus perusahaan yang pailit harus bertanggungjawab atas pengelolaan 
perusahaan, kecuali dapat membuktikan sebaliknya bahwa mereka tidak 
bersalah; 
c. Dimungkin utang debitur dilakukan restrukturisasi sebelum diajukan 
permohonan pailit; 
d. Kriminalisasi terhadap kecuarangan debitur. 
Di dalam penjelasan umum undang-undang no. 37 tahun 2004 (UUKPKPU) 




a. Asas Keseimbangan  
Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan 
perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang 
dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh 
debitor yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah 
terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak 
beritikad baik.  
b. Asas Kelangsungan Usaha  
Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan 
perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.  
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c. Asas Keadilan  
Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan 
mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang 
berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-
sewenangan  pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan 
masingmasing terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya.  
d. Asas Integrasi  
Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa 
sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari 
sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.  
4. Ayat Dan Hadis Tentang Kepailitan 
Pada hakekatnya islam telah mengatur hubungan antar manusia dalam 
berkehidupan bersosial, salah satunya dalam utang piutang, Dalam fikih islam kondisi 
dimana seseorang tidak memiliki harta disebut iflaas, dan orang yang pailit disebut 
muflis, sedangkan keputusan hakim yang menyatakan bahwa seseorang dalam 
keadaan pailit disebut taflii. 
didalam Al-Quran telah menyinggung persoalan-persoalan utang-piutang, 





                                        
                                         
        
Artinya: “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) 
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika 
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang 
dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia 
bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 
Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, 
Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan”.27 
Dalam hadis juga disinggung masalah pailit yakni hadis yang berbunyi : 
"Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bertanya : Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut ( pailit ) 
itu ? Maka mereka ( para sahabat ) menjawab : orang yang pailit di antara 
kita adalah orang yang tidak mempunyai uang dan harta. Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam menerangkan : orang yang pailit dari ummatku 
adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan (pahala) shalat, puasa 
dan zakatnya, namun dia datang dan (dahulu di dunianya) dia telah mencela 
si ini, menuduh (berzina) si itu, memakan harta si ini, menumpahkan darah si 
itu dan telah memukul orang lain ( dengan tidak hak ), maka si ini diberikan 
kepadanya kebaikan orang yang membawa banyak pahala ini, dan si itu 
diberikan sedemikian juga, maka apabila kebaikannya sudah habis sebelum 
dia melunasi segala dosanya ( kepada orang lain ), maka kesalahan orang 
yang didzalimi di dunia itu dibebankan kepadanya, kemudian dia 
dilemparkan ke api neraka. (( HR. Muslim )) 
Juga terdapat hadits riwayat Ibnu Majah : 
 َعَم َ َّاللَّ َِّنإ ُ َّاللَّ ُيَرَْكي اَمِيف ْهَُكي َْمل اَم ًَُىْيَد َىِضَْقي ىَّتَح ِِهئا َّدلا  
“Allah akan bersama (memberi pertolongan pada) orang yang berutang 
(yang ingin melunasi utangnya) sampai dia melunasi utang tersebut selama 
                                                           






utang tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang oleh Allah”.28 (HR. Ibnu 
Majah, no. 2409. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits 
ini hasan) 
 ْعِمَس ىِِّوإ َىَلب َْتلَاق َاٍَْيلَع َِكلَذ َرَكَْوأ َ  ِىلَعَْفت َلا َاٍِلٌْ َأ ُضَْعب َاٍَل َلَاَقف ًاىْيَد ُنا ََّدت َْتواَكِىلِيلَخ َ  ىِِّيَبو ُت - ًيلع اللَّ ىلص
ملسَ-  ِف ًُْىَع ُ َّاللَّ ُيا ََّدأ َِّلاإ ُيَءاََدأ ُديُِري ُ ًََّوأ ًُْىِم ُ َّاللَّ َُملَْعي ًاىْيَد ُنا ََّدي ٍِملْسُم ْهِم اَم ُلَُُقيَايْو ندلا ى  
“Jika seorang muslim memiliki utang dan Allah mengetahui bahwa dia 
berniat ingin melunasi utang tersebut, maka Allah akan memudahkan baginya 
untuk melunasi utang tersebut di dunia”29. (HR. Ibnu Majah, no. 2408; An-
Nasa’i, no. 4690. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini hasan) 
5. Tujuan dan Fungsi Kepailitan  
Ketentuan kepailitan bertujuan untuk melakukan pembagian kekayaan milik 
debitor kepada seluruh  kreditornya dengan melakukan sitaan bersama dan kekayaan 
debitor dapat dibagikan kepada kreditor sesuai dengan haknya. 




1. Meningkatkan upaya pengembalian kekayaan 
Semua kekayaan debitor harus ditampung dalam suatu kumpulan dana yang 
sama-sama disebut harta kepailitan yang disediakan untuk pembayaran 
tuntutan kreditor. Kepailitan menyediakan suatu forum untuk liquidasi secara 
kolektif atas asset debitor. 
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2. Memberikan baik yang seimbang dan yang dapat diperkirakan sebelumnya 
kepada para kreditor 
Pada dasarnya, paa keditor dibayar secara pari passu; mereka menerima suatu 
pembagian secara pro rate parte dari kumpulan dana tersebut sesuai dengan 
besarnya tuntutan masing-masing. Prosedur dan peraturan dasar dalam 
hubungan ini harus dapat memberikan suatu kepastian dan keterbukaan. 
Kreditor harus mengetahui sebelumnya mengenai kedudukann hukumnya. 
3. Memberikan kesempatan praktis untuk reegosiasi perusahaan yang sakit, 
tetapi masih potensial bila kepentingan para kreditor dan kebutuhan sosial 
dilayani dengan baik dengan mempertahankan debitor dalam kegiatan 
usahanya. 
Adapun fungsi undang-undang kepailitan adalah :
31
 
1. Mengatu tingkat prioitas dan urutan masing-masing piutang kreditor; 
2. Mengatur tata cara agar seorang debitor dapat diyatakan pailit; 
3. Mengatur bagaimana tata cara penentuan kebenaran adanya piutang kreditor; 
4. Mengatur sahnya piutang atau tagihan kreditor; 
5. Mengatur bagaimana tata cara pencocokan dan verifikasi dan tagihan 
kreditor; 
6. Mengatur bagaimana tata cara pembagian hasil penjualan harta kekayaan 
debitor sesuai proritas dan urutan masing masing kreditor; 
                                                           






Mengatur tata cara perdamaian yang ditempuh oleh debitor dengan para keditor 
sebelum dan sesudah pernyataan pailit. 
Pendapat lain juga dikemukakan oleh bernadette waluyo, dari pengertian 
kepailitan seperti yang dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :
32
 
1. Kepailitan dimaksudkan untuk mencegah penyitaan dan eksekusi yang 
dimintakan oleh kreditur secara perorangan; 
2. Kepailitan hanya mengenai harta benda debitor bukan pribadinya. Jadi ia 
tetap cakap untuk melakukan perbuatan hukum diluar hukum kekayaannya. 
Berdasarkan uraian diatas tersebut, maka dapat diketahui bahwa tujuan 
kepailitan sebenarnya adalah suatu usaha bersama baik oleh kreditor maupun debitor 
untuk mendapatkan pembayaran bagi semua kreditor secara adil dan proporsional.  
 Adanya lembaga kepailitan memungkinkan debitor membayar utang-utangnya 
secara tertib dan adil, yaitu  dengan dilakukannya penjualan atas harta pailit yang ada, 
yakni seluruh harta kekayaan yang tersisa dari debitor.  
6. Syarat Pengajuan Pailit  
Sebelum lahirnya UUKPKPU no. 37 tahun 2004, debitur yang dimohonkan 
pailit harus memenuhi persyaratan pasal 1 faillissesment verordening  yang berbunyi 
“dalam keadaan telah berhenti membayar hutang-hutangnya”, sedangkan dalam 
pasal 1 Perppu No. 1 Tahun 1998 mensyaratkan : 
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“debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar 
sedikitnya satu utangnya yang telah jatuh waktunya dan dapat ditagih”33 
Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan jika persyaratan kepailitan 
tersebut dibawah ini telah terpenuhi yaitu :
34
 
a. Debitor tersebut mempunyai dua atau lebih kreditor; dan 
b. Debitor tersebut tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu 
dan dapat ditagih. 
Setelah dikeluarkannya UUKPKPU no. 37 tahun 2004 pada pasal 2 ayat 1 
syarat untuk dimohonkan pailit berbunyi :  
“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas 
sedikitnya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit 
dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya maupun atas 
permohonan satu atau lebih kreditonya”.35 
Syarat adanya minimal dua kreditor tersebut adalah sebagai konsekuensi dari 
ketentuan pasal 1131 KUHPerdata, yaitu jatuhnya sita umum atas semua harta benda 
debitor itu untuk kemudian dibagi-bagikanya hasil perolehannya kepada semua 




Undang-undang kepailitan pengaturan tentang syarat kepailitan diatur lebih 
tegas, hal ini semata-mata untuk menghindari adanya :  
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a) Perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa 
kreditor yang menagih piutangnya dari debitor; 
b) Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan 
cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor 
atau para kreditor lainnya; 
c) Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau 
debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan 
kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor 
lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan 
semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung 
jawabnya terhadap para kreditor. 
a. Yang Mengajukan Pailit 
Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak pemohon 
pailit, yakni pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke 
pengadilan, yang dalam perkara biasa disebut sebagai pihak penggugat.
37
 
Menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang maka yang 




a) pihak debitor itu sendiri;  
b) salah satu atau lebih dari pihak kreditor; 
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c) pihak Kejaksaan jika menyangkut dengan kepentingan umum; 
d) pihak Bank Indonesia jika debitornya adalah suatu bank;  
e) pihak Badan Pengawas Pasar Modal jika debitornya adalah suatu perusahaan 
efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga  penyimpanan dan 
penyelesaian; 
f) pihak Menteri Keuangan jika debitornya adalah perusahaaan asuransi, 
perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik negara yang 
bergerak di bidang kepentingan publik.  
b. Yang Dinyatakan Pailit  
Bila disimak ketentuan pasal 3 dan 4 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 
dapat disimpulkan, bahwa setiap debitor (pengutang) yang berada dalam keadaan 
berhenti membayar (utangnya) dapat dijatuhi kedalam putusan pailit, debito disini 
dapat terdiri dari orang (badan pribadi) maupun badan hukum , berdasarkan hal 
tersebut maka yang dapat dinyatakan pailit, ialah :
39
 
a) Dalam hal debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit haya dapat 
diajukan oleh bank indonesia; 
b) Dalam hal debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring, dan 
penjaminan, lembaga penyimpanan, dan penyelesaian, permohonan 
peryataan pailit hanya dapat diajukan oleh badan pengawas pasa moda; 
                                                           






c) Dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana 
pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak dibidang kepentingan 
publik, permohonan penyataan pailit hanya dapat diajukan oleh menteri 
keuangan; 
d) Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor yang masih 
terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas 
persetujuan suami atau istrinya. Ketentuan ini tidak berlaku apabila tidak ada 
persatuan harta; 
e) Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama 
tempat tinggal masing masing pesero yang secara tanggung-renteng terikat 
untuk seluruh utang firma. 
Bagaimana halnya dengan harta warisan, apakah harta warisan dapat 
dinyatakan pailit? Ternyata hal itu mendapat pengaturan dalam undang-undang no.37 




7. Mekanisme Permohonan Kepailitan  
Permulaan dari pemeriksaan kepailitan didahului dengan pengajuan kepailitan 
oleh pihak-pihak yang berwenang. Pasal 3 ayat (1) UUKPKPU menentukan bahwa 
permohonan pernyataan pailit dalam hal-hal lain yang berkaitan dengan dan/atau 
                                                           






diatur UUKPKPU diputuskan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi 
tempat kedudukan hukum debitor.
41
 
Mekanisme permohonan pernyataan pailit dijelaskan dalam pasal 6 
UUKPKPU yakni permohonan diajukan ke ketua pengadilan, pengadilan yang 
dimaksud disini adalah pengadilan niaga yang berada di lingkungan peradilan umum 
(lihat pasal 1 butir 7 UUKPKPU) :
42
 
a. Permohonan ditujukan ke ketua pengadilan niaga; 
b. Panitera mendaftarkan permohonan; 
c. Sidang dilakukan paling lambat 20 hari setelah permohonan didaftarkan; 
d. Bila alasan cukup pegadilan dapat menuda paling lambat 25 hari; 
e. Pemeriksaan paling lambat 20 hari (pasal 6 ayat 6); 
f. Hakim dapat menunda 25 hari (pasal 8 ayat 7); 
g. Pemanggilan dilakukan 7 hari sebelum sidang dilakukan; 
h. Putusan pengadilan paling lambat 60 hari setelah permohonan pernyataan 
pailit didaftarkan (lihat pasal 8 ayat 5). 
8. Akibat Hukum Pernyataan Kepailitan 
Dengan dijatuhkannya putusan kepailitan, mempunyai pengaruh bagi debitor 
dan harta bendanya. Bagi debitor, sejak diucapkannya putusan kepailitan, ia 
kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya 
(persona standing in ludicio) lihat pasal 24 UU no. 37 tahun 2004, Pengurusan da 
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Putusan pailit oleh pengadilan tidak mengakibatkan Debitor kehilangan 
kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum (volkomen handelingsbevoegd) 
pada umumnya, tetapi hanya kehilangan kekuasaan atau kewenangannya untuk 
mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya saja, Debitor tidaklah berada di bawah 
pengampuan, tidak kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum 
yang menyangkut dirinya kecuali apabila menyangkut pengurusan dan pengalihan 
harta bendanya yang telah ada. Tindakan pengurusan dan pengalihan tersebut berada 
pada Kurator. Apabila menyangkut harta benda yang akan diperolehnya Debitor tetap 
dapat melakukan perbuatan hukum menerima harta benda yang akan diperolehnya 
itu, namun harta yang diperolehnya itu kemudian menjadi bagian dari harta pailit.
44
 
Dalam pasal 21 UUKPKPU disebutkan, kepailitan meliputi seluruh kekayaan 
debitor pada saat putusan peryataan pailit di ucapkan serta segala sesuatu yang 
diperoleh selama kepailitan. Dengan mengacu  pada ketentuan ini tampak bahwa 




a. Debitor  
a) Kehilangan hak menguasai dan mengurus harta kekayaannya; 
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b) Perikatan yang muncul setelah pernyataan pailit tidak dapat dibebankan 
ke boedel pailit; 
c) Tuntutan terhadap harta pailit diajukan ke dan atau oleh kurator; 
d) Penyitaan menjadi hapus; 
e) Bila debitor di tahan harus dilepas. 
b. Terhadap Pemegang Hak Tertentu 
a) Pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak 
angunan lainnya dapat mengeksekusi seolah-olah tidak ada kepailitan; 
b) Pelaksanaan hak tersebut harus dilaporkan ke kurator; 
c) Hak istimewa (lihat pasal 1139; 1149 KUH Perdata). 
9. Pengurusan Harta Pailit  
a. Hakim Pengadilan Niaga  
 Sebelum adanya Undang-undang Kepailitan,kewenangan absolut untuk 
menerima, memeriksa dan mengadili perkara kepailitan ada pada peradilan umum 
namun setelah dibentuknya Pengadilan Niaga, kewenangan peradilan umum dalam 
menerima, memeriksa dan mengadili berpindah menjadi kewenangan Pengadilan 
Niaga yang berada di lingkungan peradilan umum, sebagaimana diatur dalam 
Penjelasan Pasal 280 ayat 1 Undang-undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998. 
Dengan ketentuan ini, semua permohonan penyataan pailit dan penundaan kewajiban 
pembayaran utang yang diajukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 





Pengganti undang-undang ini, hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga, namun 
ternyata Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998  juga ada kelemahan sehingga perlu 
dibentuk undang-undang baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan 
perkembangan hukum masyarakat maka diundangkanlah UUKPKPU yang pada 
tanggal 18 Oktober 2004, dengan didasarkan pada pasal 307 UUKPKPU tersebut 
maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998  dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  
Perkara kepailitan diperiksa oleh Hakim Majelis hakim (tidak boleh oleh 
hakim tunggal) baik untuk tingkat pertama, maupun tingkat kasasi.
46
 Hakim Majelis 
tersebut merupakan hakim-hakim pada Pengadilan Niaga, yaitu hakim-hakim 
pengadilan Negeri yang telah diangkat menjadi hakim Pengadilan Niaga berdasarkan 
Keputusan Mahkamah Agung.Pengaturan tentang pengadilan Niaga tercantum dalam 
Pasal 302 UUKPKPU. 
Pasal 302 ayat (1) menyatakan : 
“Hakim pengadilan niaga diangkat berdasakan surat keputusan ketua 
mahkamah agung”.47 
sedangkan  
“syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai hakim diatur dalam pasal 302 ayat 
(2) dengan syarat-syarat sebagai berikut :
48
 
a. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum; 
b. Mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan dibidang masalah-
masalah yang mejadi lingkup kewenangan pengadilan; 
c. Beribawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan 
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d. Telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim 
pada pengadilan”. 
  
b. Hakim Pengawas  
Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan 
pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang dan bertugas mengawasi 
pengurusan dan pemberesan harta pailit, menurut pasal 15 ayat(1) UUKPKPU adalah 
hakim yang ditunjuk oleh pengadilan (niaga) dalam putusan pailit atau putusan 
penundaan kewajiban pembayaran utang. Didalam pasal 15 UUKPKPU ditegaskan 
bahwa putusan hakim tentang pernyataan pailit diangkat pula seorang hakim 
pengawas yang mempunyai tugas, yaitu :
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a) Mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit; (pasal 65) 
b) Memimpin rapat verikasi atau rapat kreditor; (pasal 85) 
c) Mengusulkan pengangkatan kurator tambahan ke pengadilan; 
d) Mengawasi tidakan dari kurator dalam melaksanakan tugasnya, memberikan 
nasehat dan peringatan kepada kurator atau pelaksanaan tugas yang telah 
dilaporkan; 
e) Membentuk panitian para kreditor apabila dalam putusan pailit belum 
diangkat panitia kreditor, atau mengganti panitia kreditor sementara apabila 
dalam putusan pailit telah diangkat panitia kreditor sementara; 
f) Menyetujui atau menolak daftar-daftar tagihan yang telah diajukan oleh para 
kreditor; 
                                                           






g) Meneruskan tagihan-tagihan yang tidak dapat diselesaikan dalam rapat 
verikasi kepada hakim pengadilan yang telah memutuskan perkara itu; 
h) Mendengar saksi-saksi dan para ahli atas segala hal yang berkaitan dengan 
kepailitan (misalnya : tentang keadaan boedel, perilaku pailit, dan 
sebagainya); (pasal 67) 
i) Memberikan izin atau menolak permohonan si pailit untuk bepergian 
(meninggalkan tempat) kediamanya. 
c. Kurator  
Pasal 13 ayat (1) undang-undang No. 4 Tahun 1988 (UUK) menentukan 
bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat : 
a) Seorang hakim pengawas yang ditunjuk oleh hakim pengadilan; dan 
b) Kurator. 
Setelah dikeluarkannya ketentuan yang baru dalam pasal 15 ayat (1) UUKPKPU 
yang menyatakan : 
“Dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat kurator dan seorang hakim 
pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan”.50 
sebelum berlakunya perpu no. 1 tahun 1998 yang kemudian ditetapkan oleh dewan 
perwakilan rakyat (DPR) menjadi undang-undang no. 4 tahun 1998, yang menjadi 
kurator hanyalah balai peninggalan harta  (BHP) saja.
51
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Dengan berlakunya undang-undang no.4 tahun 1998 yang kemudian 
dipertegas lagi dengan undang-undang no. 37 tahun 2004  tadi, yang dapat 
bertindaksebagai kurator selain BHP juga orang perorangan yang diangkat oleh 
pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit dibawah 




Dengan dijatuhinya putusan kepailitan, maka kurator (official-assignee) 
bertindak selaku ”pengampu” dari si pailit dan bertugas untuk melakukan 
pengurusan dan pemberesan terhadap boedel pailit dibawah pengawasan hakim 
komisaris (pasal 69 ayat 1 UU No. 37 tahun 2004) yang dimaksud kurator adalah 
balai harta peninggalan dan kurator lainnya sebagaimana tersurat dalam ketentuan 
pasal 70 diatas, nampaknya cukup sederhana, akan tetapi di dalamnya tersirat tugas 
yang cukup banyak, yang meliputi :
53
 
a) Mengumumkan keputusan hakim tentang pernyataan kepaiitan itu paling 
lambat 5 hari setelah tanggal putusan kepailitan di dalam berita negara RI 
paling sedikit 2 (dua) surat-surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim 
pengawas; 
b) Mengumumkan ptusan kasasi dan peninjauan kembali yang membatalakn 
putusan pailit dalam berita negara RI sebagaimana dalam pasal 15 diatas; 
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c) Melakukan pengurusan atau pemberesan atas  harta pailit (pasal 69), apabila 
dalam putusan pailit dibatalkan pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali 
maka tidakan kurator tetap sah; melakukan pembebanan harta pailit dengan 
gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotik, atas kebendaan lainnya dengan 
persetujuan hakim pengawas; 
d) Melakukan penyitaan terhadap harta-hata si pailit, berupa, perhiasan, efek-
efek, surat-surat berharga, uang tunai dan benda-benda lainnya dengan 
memberikan tanda terima (pasal 98); 
e) Menyusun inventarisasi harta pailit dan daftar utang piutang si pailit paling 
lama 2 (dua) hari setelah pengangkatannya sebagai kurator; 
f) Membuka semua surat-surat dan isi telegram si pailit yang dialamatkan pada 
si pailit,  
g) Memberikan uang nafkah kepada si pailit (yang diambilkan dari harta pailit), 
setelah mendapatkan izin dari hakim pengawas (pasal 106); 
h) Atas persetujuan hakim pengawas berhak menjual benda-benda si pailit, 
apabila dipandang bahwa benda-benda itu tidak tahan lama, dan hasil 
penjualannya dimasukkan menjadi kekayaan (boedel) pailit; 
i) Membuat suatu akor (akkoord-perdamaian) setelah terlebih dahulu medapat 






j) Berhak untuk meneruskan perusahaan si pailit atas persetujuan para kreditor, 
akan tetapi apabila tidak ada panitia paa kreditor tindakan kurator meeruskan 
perusahaan si pailit harus mendapatkan izin hakim pengawas (pasal 104). 
Adapun keuntungan diperoleh dengan diteruskannya perusahaan si pailit, yaitu :
54
 
a) Dapat menambah harta sipailit dengan keutungan-keuntungan yang mungkin 
diperoleh dari perusahaan tersebut; 
b) Ada kemungkinan lambat laun si pailit akan dapat membayar utangnya 
secara penuh; 
c) Kemungkinan tercapai suatu perdamaian. 
Disamping adanya kurator kurator (kurator tetap), undang-undang kepailitan 
juga memperkenalkan apa yang disebut dengan kurator sementara (interim receiver) 
yang pada prinsipnya tugas kurator sementara lebih terbatas dibandingkan dengan 
tugas-tugas kurator tetap, kurator sementara hanya bertugas sebagai “supervisor”, 




a) Pengelolaan usaha debitor; 
b) Pembayaran kepada debitor; 
c) Pengalihan harta debitor; 
d) Penjaminan harta debitor. 
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Salah satu hal yang mejadi perbincangan sampai saat ini ialah tentang 
kedudukan kurator. Apakah kurator dalam bertindak merupakan wakil dari debitor 
atau ataukah kreditor ?, pertanyaan itu belum ada jawabannya dalam peraturan 
kepailitan. Salah seorang sarjana yaitu Vollmar berpendapat bahwa kurator dalam 
melakukan tindakan  pemberesan harta debitor, bertindak secara tidak langsung untuk 
sebagai wakil debitor. Akan tetapi di dalam praktik (yurisprudensi) dengan HR 
tanggal 28 oktober 1926  memutuskan bahwa kedudukan balai harta peninggalan 




d. Panitia Kreditor  
Pada prinsipnya Panitia Kreditor dibuat untuk mengatasi kesulitan yang 
berhubungan dengan masing-masing kreditor yang jumlahnya banyak. Dalam 
UUKPKPU tidak banyak mengatur panitia kreditur atau seolah-olah undang-undang 
tidak mewajibkan diadakannya panitia tersebut, akan tetapi apabila kepentingan 
menghendaki (demi suksesnya pelaksanaan kepailitan), maka pengadilan ini dapat 
membentuk panitia tesebut (pasal 15 ayat 4) jadi adanya panitia tersebut sifatya hanya 
fakulatif.
57
 Ada dua macam panitia kreditor yang diperkenalkan oleh UUKPKPU, 
yaitu : 
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a. Panitia kreditur sementara, yakni panitia yang ditunjuk dalam putusan 
pernyataan pailit; 
b. Panitian kreditur tetap, yaitu yang dibentuk oleh hakim pengawas apabila 
dalam putusan pailit tidak diangkat panitia kreditor sementara. 
Pengadilan Niaga membentuk Panitia Kreditor Sementara yang terdiri dari 
tiga anggota yang dipilih dari para Kreditor yang dikenalnya dengan tujuan untuk 
memberikan nasihat kepada Kurator sepanjang belum ada keputusan tentang Panitia 
Kreditor tetap sebagaimana disebut dalam Pasal 79 UUKPKPU. Kreditor yang 
diangkat dapat mewakilkan kepada orang lain semua pekerjaan yang berhubungan 
dengan tugas-tugasnya dalam panitia (Pasal 79 ayat (2) UUKPKPU, kemudian 
menurut Pasal 79 ayat (2), dalam hal seorang panitia kreditor yang ditunjuk menolak 
pengangkatannya, berhenti, atau meninggal, pengadilan harus mengganti panitia 
Kreditor tersebut dengan mengangkat seorang di antara 2 (dua) calon yang diusulkan 
oleh Hakim Pengawas. Pasal 80 ayat (1) UUKPKPU menentukan, setelah 
pencocokan utang selesai dilakukan, Hakim Pengawas wajib menawarkan kepada 
para Kreditor untuk membentuk Panitia Kreditor secara tetap (Panitia Kreditor 
Tetap). Kemudian Pasal 80 ayat (2) UUKPKPU menyebutkan:  
“Atas permintaan Kreditor konkuren berdasarkan putusan Kreditor konkuren 
dengan suara terbanyak biasa dalam Rapat Kreditor, Hakim Pengawas : 
a. Mengganti Panitia Kreditor Sementara apabila dalam putusan pernyataan 





b. Membentuk Panitia Kreditor Tetapi apabila dalam putusan pernyataan 
pailit belum diangkat Panitia Kreditor”.58 
Berdasarkan Pasal 81 UUKPKPU, Panitia Kreditor setiap waktu berhak 
meminta agar diperlihatkan semua buku, dokumen, dan surat mengenai kepailitan. 
Kurator wajib memberikan kepada Panitia semua keterangan yang diminta oleh 
Panitia. Menurut Pasal 82 UUKPKPU menyebutkan bahwa Kurator dapat setiap 
waktu mengadakan rapat dengan Panitia Kreditor untuk meminta nasihat. Kurator 
wajib meminta pendapat Panitia Kreditor sebelum mengajukan tuntutan yang sedang 
berlangsung, ataupun menyanggah gugatan yang diajukan atau yang sedang 
berlangsung. Namun ketentuan ini tidak berlaku terhadap sengketa tentang 
pencocokkan utang, tentang meneruskan atau tidak meneruskan perusahaan dalam 
pailit, dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 
59 ayat (3), Pasal 106, Pasal 107, Pasal 184 ayat (3) dan Pasal 186, tentang cara 
pemberesan dan penjualan harta pailit, dan tentang waktu maupun jumlah pembagian 
yang harus dilakukan. Pendapat Panitia Kreditor juga tidak diperlukan apabila kurator 
telah memanggil Panitia Kreditur untuk mengadakan rapat guna memberikan 
pendapat, namun dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah pemanggilan, Panitia 
Kreditor tidak memberikan pendapat tersebut (Pasal 83).   
Kurator tidak terikat oleh pendapat Panitia Kreditor. Dalam hal kurator tidak 
menyetujui pendapat Panitia Kreditor maka Kurator dalam waktu 3 (tiga) hari wajib 
memberitahukan hal itu kepada Panitia Kreditor. Jika Panitia Kreditor tidak 
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menyetujui pendapat Kurator, Panitia Kreditor dalam waktu 3 (tiga) hari setelah 
pemberitahuan penolakan dari kurator dapat meminta penetapan Hakim Pengawas. 
Bila Panitia Kreditor meminta penetapan Hakim Pengawas maka Kurator wajib 
menangguhkan pelaksanaan perbuatan yang direncanakan selama 3 (tiga) hari (Pasal 
84 ayat (1). 
10. Upaya Hukum Dalam Kepailitan  
Dalam hukum kepailitan hanya ada dua upaya hukum yang dapat ditempuh 
setelah jatuhnya putusan pailit pada tingkat pengadilan niaga, pada peradilan umum, 
semua putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim atau hakim tunggal pada tingkat 
pertama dapat dibanding oleh setiap pihak dalam putusan. Namun pada putusan 
pengadilan niaga ditingkat pertama, dan khususnya yang menyangkut permohonan 
pernyataan pailit (pasal 8 ayat (1) undang-undang kepailitan) dan penundaan 
kewajiban pembayaran utang (pasal 241 jo pasal 8 ayat 1 uundang-undang 




Penghapusan upaya hukum banding, dikonstruksikan untuk memangkas jalur 
kepailitan ini. Dengan tidak adanya upaya hukum banding, maka jalur acara 
kepailitan lebih cepat dibandingkan dengan jalur acara perdata biasa.
60
 Selian itu 
hakikat pengadilan tingkat banding adalah sama dengan pengadilan tingkat pertama, 
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keduanya sama-sama sebagai pengadilan judex factie. Dengan demikian cederung 
terjadinya overlapping antara pengadilan tingkat pertama dengan pengadilan tingkat 
banding, sehingga tidak memberikan sebuah nilai tambah bagi para pencari keadilan 
(justiabelen) karena itu lebih baik dihilangkan saja dalam suatu peradilan.
61
 
a. Kasasi Atas Putusan Pernyataan Pailit  
Setelah Pengadilan Niaga menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan 
pailit, maka upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut adalah 
kasasi ke Mahkamah Agung (Pasal 11 ayat (1) UUKPKPU). Upaya hukum yang 
berupa kasasi ini diatur dalam pasal 11 sampai dengan Pasal 13 UUKPKPU, yang 
prosesnya dapat dijelaskan sebagai berikut :
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a) Pihak yang dapat mengajukan kasasi atas putusan pernyataan pailit.  
Pihak yang dapat mengajukan kasasi atas putusan pernyataan pailit dapat 
dilihat dari Pasal 11 ayat (3) UUKPKPU, yang bunyinya:  
“Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain dapat 
diajukan oleh Debitor dan Kreditor yang merupakan pihak pada persidangan 
tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh Kreditor lain yang bukan 
merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap 
putusan atas permohonan pernyataan pailit”.63 
Disamping terdapat model kasasi dalam proses permohonan pailit baik yang 
diajukan oleh para pihak dalam perkara maupun kreditor lain yang terkait yang 
bukan pihak dalam perkara tersebut, ada model kasasi lainnya yakni kasasi atas 
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pencabutan pailit sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 ayat (2) undang-undang 
kepailitan, kasasi atas penolakan pengesahan hoomologasi sebagaimana diatur dalam 
pasal 160 ayat (1) undang-udang kepailitan, serta kasasi atas penolakan terhadap 
putusan pengadilan atas daftar pembagian harta pailit, sebagaimana diatur dalam 




b) Tahap Pendaftaran Atas Kasasi Putusan Pernyataan Pailit  
Permohonan kasasi diajukan paling lambat 8 hari setelah tanggal putusan 
yang dimohonkan kasasi diucapkan, dengan cara mendaftarkan kepada panitera 
Pengadilan Niaga yang telah memutus permohonan pernyataan pailit (pasal 11). 
Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang 
bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang 
ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan 
pendaftaran. Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi pada tanggal 
permohonan kasasi didaftarkan kepada panitera Pengadilan Niaga, dan panitera wajib 
mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi 
paling lambat 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.  
Termohon dapat mengajukan kontra memori kepada panitera Pengadilan 
Niaga paling lambat 7 hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi 
dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi 
                                                           





paling lambat 2 hari setelah kontra memori kasasi diterima Panitera wajib 
menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi beserta 
berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lambat 14 hari 
setelah tanggal permohonan kasasi didaftarkan.  
c) Tahap Persidangan Atas Kasasi Putusan Pernyataan Pailit  
MA wajib mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan hari persidangan 
paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh MA. Sidang 
pemeriksaan atas permohonan tersebut dilakukan paling lambat 20 hari setelah 
tanggal permohonan kasasi diterima oleh MA.
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d) Tahap Putusan Kasasi Atas Putusan Pernyataan Pailit  
Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 hari 
setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh MA. Putusan MA tersebut yang 
memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus 
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Dalam hal terdapat perbedaan 
pendapat, hal tersebut wajib dimuat dalam putusan kasasi. Panitera MA wajib 
menyampaikan salainan putusan kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling 
lambat 3 hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan. Juru sita 
Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon 
                                                           









b. Peninjauan Kembali Dalam Kepailitan  
Apabila dibandingkan dengan alasan untuk dapat diajukan peninjauan 
kembali dala perkara perdata, maka akan tampak bahwa alasan untuk peninjauan 
kembali dalam kepailitan lebih sempit dan sederhana. Dalam perkara perdata biasa, 
alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pengajuan upaya hukum peninjauan 




1) Apabila suatu putusan didasarkan pada suatu kebohongan, tipu muslihat 
pihak lain yang diketahui setekah perkara diputus, atau didasari bukti 
yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu; 
2) Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti bersifat 
menetukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan; 
3) Apabila telah dikabulkan mengenai suatu hal yang tidak dituntut atau 
lebih daripada yang dituntut; 
4) Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa 
dipertimbangkan sebab-sebabnya; 
5) Putusan bertentangan antara satu dengan yang lainnya; dalam hal ini 
terdapat hal-hal : pihak-pihak yang sama, mengenai soal yang sama, atas 
dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama, atau sama tingkatnya; 
6) Apabila terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang 
nyata. 
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Sedangkan dalam undang-undang kepailitan sebagaimana yang diatur dalam 
Pasal 295 ayat (2) UUKPKPU, ditentukan alasan atau syarat yang dapat digunakan 
untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali, antara lain :
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a. Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan 
pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum 
ditemukan; atau 
b. Dalam putusan hakim yang bersangkutan terhadap kekeliruan yang nyata.  
Dasar-dasar atau syarat yang dapat dipergunakan peninjauan kembali tersebut 
bersifat alternatif, artinya permohonan peninjauan kembali akan diterima apabila 
memenuhi salah satu syarat tersebut.  
Dalam UU Kepailitan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali 
diberi batasan waktu  dikarenakan proses yang berbeda dengan kasasi perdata biasa, 
dimana dibutuhkan waktu yang cepat dan sulit untuk memulihkan ke keadaan semula. 




(1) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam 
jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal 
putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum 
tetap. 
(2) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam 
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan yang 
dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.  
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Proses permohonan peninjauan kembali atas putusan pernyataan pailit hampir 
sama dengan proses permohonan kasasi di mahkamah agung. Permohonan 
peninjauan kembali disampaikan kepada panitera pengadilan. Paitea pengadilan 
mendaftarkan permohonan peninajuan kembali pada tanggal permohonan diajukan, 
dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangai panitera 
pegadilan dengan tanggal yang sama dengan tanggal permohonan didaftarkan. 
B. Tinjauan Umum Tentang Kreditor Perlindungan Kreditor 
1. Pengertian kreditor 
Wikipedia memberikan pengertian umum tentang Kreditor adalah pihak 
(perorangan, organisasi, perusahaan atau pemerintah) yang memiliki tagihan kepada 
pihak lain (pihak kedua) atas properti atau layanan jasa yang diberikan (biasanya 
dalam bentuk kontrak atau perjanjian) dimana diperjanjikan bahwa pihak kedua 
tersebut akan mengembalikan properti yang nilainya sama atau jasa.
70
 kata kreditor 
bisa dijumpai dalam beberapa undang-undang, diantaranya Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata, Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang Nomor 37 Tahunn 2004, Undang-Undang Hak Tanggungan  Nomor 4 Tahun 
1996, dan juga di dalam Undang-Undang  Perbankan Nomor 7 Tahun 1992. 
Dalam kaitannya masalah kepailitan pengertian kreditor sudah dicantumkan 
Dalam pasal 1 ayat (2) UUKPKPU no 37 tahun 2004 :
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“Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau 
undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan”. 
Dari uraian pengertian krediot menurut pasal 1 ayat (2) diatas juga sejalan apa 
yang dikemukakan oleh Andika Prayoga bahwa Kreditor adalah orang yang 
berdasarkan suatu perikatan mempunyai hak subjektif, yakni hak yang ia sendiri 
miliki untuk menutut debitor memenuhi kewajiban atau prestasi tertentu dan hak 
yang dapat mengajukan tagihan tersebut terhadap kekayaan debitor.
72
 Dari definisi 
kreditor diatas tentunya sudah jelas bahwa sesorang dapat dikatakan sebagai kreditor 
apabila memenuhi beberapa unsur yakni mempunyai piutang, baik karena perjanjian 
maupun Karena undang-undang serta dapat ditagih dimuka pengadilan. 
2. Jenis Jenis Kreditor Dalam Kepailitan 
Menurut pasal 1311 KUHPerdata segala harta kekayaan debitor, baik berupa 
benda-benda bergerak maupun benda-benda tetap, baik yang sudah ada maupun yang 
baru akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan bagi semua perikatan utangnya. 
Dengan berlakunya pasal 1311 KUHPerdata itu maka dengan sendirinya atau demi 
hukum terjadilah pemberian jaminan oleh seorang debitor kepada setiap kreditornya 
atas segala kekayaan debitor itu.
73
 Pada umumnya pengajuan pailit banyak dilakukan 
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oleh kreditor, baik kreditor yang merupakan perusahaan maupun keditor perorangan, 
adapun penggolongan kreditor, yaitu :
74
 
a. Kreditor separatis, yaitu kreditor yang piutangnya dijamin dengan 
angunan kebedaan (hak tanggugan, hipotik, gadai, dan fidusia). Kreditor 
separatis (secure creditor) dapat mengeksekusi hakya seolah olah tidak 
terjadi kepailitan, hak itu dapat ditangguhkan selama 90 hari sejak tanggal 
putusan pailit diucapkan.  
b. Kreditor dengan hak istimewah khusus, dan kreditor dengan hak 
istimewah umum. Pembayaran terhadap kreditor dengan hak istimewah 
khusus, didahulukan dari keditor dengan hak istimewah umum. 
c. Kreditor konkuren, yaiut keditor yang tidak termasuk kreditor separatis 
maupun kreditor dengan hak istimewah. Kreditor konkuren atau kreditor 
bersaing (unsecured creditors) adalah semua keditor atau penagih 
berdasarkan piutang tanpa jaminan tertentu. Mereka bersama-sama akan 
memperoleh pembayaran piutangnya menurut pertimbangan besar 
kecilnnya piutang masing-masing kreditor. 
3. Urutan Prioritas Kreditor Dalam Kepailitan 
Kepailitan merupakan penjabaran dari dua asas yang dikadung dalam pasal 
1131 dan 1132 KUHPerdata. Pada pasal 1131 KUHPerdata menentukan bahwa 
seluruh harta benda seseoran baik yang telah ada sekarang maupun yang akan datang, 
                                                           
74Titik Tejaningsih, Perlindungan Hukum Terhadap Keditor Separatis Dalam Pengurusan 





baik  bergerak maupun maupun yang tidak bergerak menjadi jaminan bagi seluruh 
perikatannya. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, pasal 1132 KUHPerdata 
memerintahkan agar seluruh harta debitor dijual lelang dimuka umum atas dasar 
putusan hakim, dan hasilnya dibagikan kepada seluruh kreditor secara seimbang, 
kecuali apabila diantara para kreditor itu ada keditor yang didahulukan pemenuhan 
piutangnya.
75
 Pada prinsipnya undang-undang kepailitan megenalkan pisinsip pari 
passu pro parte yang berarti bahwa semua harta kekayaan debitor merupakan 
jaminan bersama untuk para keditornya dan hasilnya akan dibagikan secara sama rata 
(proporsional) kepada para keditornya prinsip ini hanya memberikan keadilan yang 
proporsional sesuai jumlah besaran utangnya, akan tetapi ketidakadilan justru akan 
muncul ketika jumlah harta debitor lebih sedikit daripada utang yang akan dibayarkan 
kepada kreditor, para kreditor tentunya akan berlomba-lomba untuk mendapatkan 
pemenuhan piutangnya dan pastinya akan terjadi perselisihan diantara para kreditor.  
Dalam pembagian boedel pailit debitor, undang-undang kepailitan 
megenalkan suatu prinsip structured creditors, Adapun prinsip structured creditors 
adalah prinsip yang megklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam debitor 
sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dalam kepailitan keditor diklasifikasikan 
menjadi 3 macam, yaitu :
76
 
a. Kreditor separatis; 
b. Kreditor preferen; 
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c. Kreditor konkuren. 
Pembagian kreditor menjadi 3 klasifikasi tersebut diatas berbeda dengan 
pembagian keditor pada lapangan hukum perdata umum, dalam hukum perdata 
umum pembedaan keditornya hanya dibedakan dari kreditor preferen dengan kreditor 
konkuren. Kreditor preferen dalam hukum perdata umum dapat mencakup kreditor 
yang memiliki hak jaminan kebedaan dan kreditor yang menurut undang-undang 
harus didahulukan pembayaran piutangnya, akan tetapi dalam hukum kepailitan yang 
dimaksud dengan kreditor preferen hanya kreditor yang menurut undang-undang 
harus didahulukan pembayaran piutangnya, seperti pemegang hak privilege, 
pemegang hak retensi dan lain sebagainya, sedangkan kreditor yang memiliki 




a. Kreditor separatis 
Kreditor separatis adalah kreditor kreditor yang memiliki jaminan utang 
kebendaan (hak jaminan), seperti pemegang hak tanggungan, hipotek, gadai, jaminan 
fidusia dan lain-lain.
78
 Kreditor separatis dapat bertindak sendiri untuk mengeksekusi 
haknya saat terjadi kepailitan seolah olah tidak terjadi kepailitan, itulah mengapa 
mengapa dikataka separatis yang berkonotasi “pemisahan”, kreditor separatis diatur 
dalam pasal 55 ayat (1) UUKPKPU : 
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“Dengan tetap meperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksuk dalam pasal 
56, pasal 57, dan pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, 
hak tanggungan, hipotek, atau hak angunan atas kebedaan lainnnya, dapat 
mengeksekusi haknya seolah-olah tikda terjadi kepailitan”.79 
Namun pasal selanjutnya justru memberikan penangguhan eksekusi atas hak kreditor 
separatis dalam pasal 56 ayat (1) yang berbunyi : 
“Hak ekseskusi kreditor sebagaimana yang dimakasud dalam pasal 55 ayat (1) 
dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam peguasaan 
debitor pailit atau kurator, ditangguhkan unntuk jangka waktu paling lama 90 
(sembilah puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”.80 
Maksud diadakannya penangguhan pelaksanaan hak kreditor separatis adalah 
untuk memungkinkan kurator mengurus boedel pailit secara teratur untuk 
kepentingan semua pihak yang bersangkutan dalam kepailitan, termasuk 
kemungkinan tercapainya perdamaian, atau untuk memperbesar kemungkinan 
mengoptimalkan harta pailit.
81
 Adapun hak jaminan kebendaan yang memberikan hak 
menjual sendiri secara lelang dan untuk memperoleh pelunasan secara mendahului 
terdiri dari hal-hal berikut :
82
 
1) Gadai yang diatur dalam bab XX buku III Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata untuk kebedaan bergerak dengan cara melepas kebendaan yang 
dijaminkan tersebut dari peguasaan pihak yang memberikan jaminan 
kebendaan berupa gadai tersebut: 
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2) Hipotek yang diatur dalam bab XXI buku III Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata, yang menurut pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum 
Dagang berlaku untuk kapal laut yang memiliki ukuran skurang-
kurangnya dua puluh meter kubik dan didaftarkan di syahbandar 
direktorat jenderal perhubungn laut departemen perhubungan sehingga 
memiliki kebangsaan sebagai kapal Indonesia dan diberlakukan sebagai 
benda tidak bergerak sehingga padaya berlaku pasal 1977 KUHPerdata; 
3) Hak tanggungan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang no. 4 
tahun 1996 yang mengatur mengenai peminjaman atas hak hak atas tanah 
tertentu berikut kebedaan yang dianggap melekat dan peruntukkan untuk 
dipergunakan secara bersama-sama dengan bidang tanah yang diatasnya 
terdapat hak-hak atas tanah yang dpat dijaminkan dengan hak tanggungan, 
ada beberapa unsur pokok dari hak tanggugan yang termuat dalam definisi 
diatas, unsur-unsur pokok tersebut adalah :
83
 
a) Hak tanggungan adalah hak jaminan pelunasan utang; 
b) Objek hak tanggungan adalah hak atas tanah sesuai dengan undang-
undang tentang pokok-pokok agrarian; 
c) Hak tanggungan dapat dibebankan atas tanahnya (hak atas tanah) saja, 
tetapi dapat pula dibebenkan berikut benda-benda lain yang 
merupakan satu kesatuan dengan tanah itu; 
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d) Utang yang dijamin harus suatu utang tertentu; 
e) Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada keditor tertentu 
terhadap kreditor-kreditor lain. 
4) Jaminan fidusia yang diatur dalam undang-undang no. 32 tahun 1999 
tidak memberikan rumusa positif mengenai kebendaan yang dapat 
dijaminkan secara fidusia, menetapkan bahwa jaminan fidusia tikda 
berlaku terhadap; 
a) Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, 
sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan 
jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar. Namun demikian 
bangunan diatas tanah milik orang lain yang tidak dibebani hak 
tanggungan berdasarkan undang-undang no. 4 tahun 1996 tentang hak 
tanggungan, dapat dijadikan objek jaminan fidusia; 
b) Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua 
puluh) m
3
 atau lebih; 
c) Hipotek atas pesawat terbang;dan 
d) Gadai. 
Dari uraian diatas memberikan penjelasan bahwa antara fidusia, hak tanggungan, 






Dalam hal kreditor para pemegang hak kebedaan tentunya tidak saling 
berbenturan satu sama lain, namun menurut penulis kreditor pemegang hak 
kebendaan (kreditor separatis) akan justru berbenturan dengan kreditor yang 
memiliki hak istimewa (kreditor preferen), misalnya kreditor pemegang hak 
tanggungan dengan kreditor sebagai  piutang pajak dan upah buruh yang belum 
dibayakan hal tesebut dapat dibuktikan dengan adanya pasal yang saling 
kontraproduktif atau saling tarik menarik (mendahului) untuk dipenuhi yakni antara 
pasal 55 ayat (1) UUKPKPU dengan UU ketenagakerjaan dan UU perpajakan, dalam 
pasal 55 ayat (1) UUKPKPU menyebutkan :
84
 
“Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksuk dalam pasal 
56, pasal 57, dan pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, 
hak tanggungan, hipotek, atau hak angunan atas kebedaan lainnnya, dapat 
mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”. 
Selanjutnya Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 95 Ayat (4) menyebutkan :
85
 
“dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya 
dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayaannya”. 
Undang-Undang Perpajakan juga menjelaskan dalam pasal 21 :
86
 
(1) Negara mempunyai hak mendahulukan utang pajak atas barang-barang milik 
penanggung pajak. 
(2) Ketetuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi pokok pajak, sangsi admistrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan 
biaya penagihan pajak. 
(3) Hak mendahului untuk utang pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, 
kecuali terhadap : 
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1. Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk 
melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak; 
2. Biaya-biaya yang telah dikeluakan untuk menyelamatkan barang 
dimaksud; dan/atau 
3. Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian 
suatu warisan. 
(3a)Dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, 
likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberasan 
dilarang membagikan harta wajib pajak dalam pailit, pembubaran atau 
likuidasi kepada pemegang saham atau keditor lainnya sebelum menggunakan 
harta tesebut untuk pembayaran utang pajak wajib pajak tersebut. 
(4) Hak mendahului hilang setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal 
diterbitkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat 
ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat 
keputusan keberatan, putusan banding, atau peninjauan kembali yang 
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. 
(5) Perhitungan jangka waktu hak mendahului ditetapkan sebagai berikut : 
a. Dalam hal surat paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi maka 
jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung 
sejak pemberitahuan surat paksa; atau 
b. Dalam hal diberikan penundaan pembayaran atau persetujuan angsuran 
pembayaran maka jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihitung sejak 
batas akhir penundaan diberikan. 
Dari ketiga pasal tersebut diatas penulis berpendapat bahwa pasal tersebut 
saling tarik-menarik kepentingan (kontraproduktif) guna melindungi hak hak masing-
masing keditor yang berbeda urutan proritas pembayarannya , pasal 55 UUKPKPU 
yang sejatinya memberikan perlindungan terhadap kreditor separatis yang dijamin 
dengan hak kebendaan dan mempunyai title eksekutorial dan jauh sebelumnya sudah 
di perjanjikan sebelum debitor dinyatakan pailit serta mempunyai kekuatan hukum 
mengikat yang dibuktikan dengan sertifikat hak tanggungan dan sertifikat fidusia, dan 
tidak serta-merta dapat diamputasi haknya oleh kreditor preferen dalam hal ini utang 





telah mengatur demikian, sebagai kreditor pemegang hak kebendaan tentunya harus 
lihai dalam melihat celah hukum, jika sebelum jatuhnya putusan pailit kreditor 
separatis tentu harus lebih dulu mengeksekusi hak jaminan kebendaanya jika memang 
debitor sudah lalai menunaikan kewajiban utangnya, namun jika putusan pailit sudah  
jatuh disinilah peran aktif dari kreditor separatis untuk mengajukan permohonan ke 
hakim pengawas agar penangguhannya di hapuskan/dikurangi, dan jika ditolah  
kreditor harus menunggu pasca penangguhan (maksimal 270 hari) untuk 
mengeksekusi jaminan itu, dan apabila pasca penangguhan kreditor tidak 
memanfaatkan hak eksekusi tersebut tentunya aset/harta yang dijaminkan dengan hak 
kebendaan secara otomatis aset tersebut akan masuk kedalam boedel pailit dan hal 
demikian tersebut akan lebih memperparah keadaan karena kreditor pemegang hak 
jaminan kebendaan akan berebut kreditor lainnya dalam hal pembagian aset pailit. 
Pemerintah juga hendaknya harus konsisten dalam memberikan perlindungan 
hukum kepada kreditor separatis, karena dalam penerbitan sertifikat hak tanggungan 
oleh kementrian agrarian (kepala BPN) maupun sertifikat fidusia oleh Kementrian 
Hukum Dan HAM dimana masing-masing dalam proses pendaftarannya telah 
dipungut biaya, namun kemudian serta merta mengamputasi hak para pemegang 
kebendaan dengan menyatakan bahwa utang pajak dan upah buruh 
didahulukan(diistimewakan pembayarannya dari kreditor separatis), hal inipun 
memberikan suatu bentuk ketidakpastian hukum dan sentimen negatif kepada para 





kemudian adalah pihak perbankan akan enggan mengucurkan kredit kepada para 
pelaku usaha dan berdampak signifikan terhadap sektor investiasi dibidang jasa 
perbankangkan karena tidak adanya kepastian hukum terhadap para investor dibidang 
tersebut. 
b. Kreditor Preferen 
Kreditor preferen adalah kreditor yang piutangnya mempunyai kedudukan 
istimewa, artinya kreditor tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan pelunasan 
terlebih dahulu dari hasil penjualan harta pailit.
87
 hak istimewa yang dimaksud 
terdapat pada pasal 1134 KUHPerdata yang berbunyi : 
“Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan kepada seseorang berpiutang 
sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya, 
semata mata berdasarkan sifat piutangnya”.88 
adapun kreditor preferen tersebut diatas menurut KUHPerdata dibagi menjadi dua, 
yaitu : 
1) Kreditor preferen khusus 
Sebagaimana yang diatur dalam rumusan pasal 1139 KUHPerdata, yaitu 
kreditor yang piutangnya di istimewakan atas barang-baang tertentu, yaitu :
89
 
a) Biaya perkara yang semata-mata dibebankan suatu penghukuman untuk 
melelag suatu benda bergerak maupun tidak bergerak. Biaya ini dibayar 
dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu dai semua 
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piutang-piutang lain-lainnya yang di istimewakan, bahkan lebih dahulu 
dari pada gadai dan hipotik. 
b) Uang sewa dari benda-benda tak bergerak biaya-biaya perbaikan yang 
menjadi kewajiban si penyewa, beserta segala apa yang mengenai 
kewajiban memenuhi persetujuan sewa. 
c) Harga pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar. 
d) Biaya yang telah dikeluarkan untuk meyelamatkan suatu barang. 
e) Biaya untuk melakukan suatu pekerjaan pada suatu barang, apa yang 
masih harus dibayar kepada tukang. 
f) Apa yang telah diserahkan oleh seorang pengusaha rumah penginapan 
sebagai demikian kepada seorang tamu. 
g) Upah-upah pegangkutan dan biaya-biaya pengangkutan. 
h) Apa yang harus dibayar kepada tukang-tukang batu, tukang-tukang kayu, 
dan lain-lain tukang untuk pembangunan, penambahan da perbaikan-
perbaikan, bend tidak bergerak, asal saja piutangnya tikda lebih tua dari 
tiga tahun dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap pada si 
berutang. 
i) Penggantian-penggantian, serta pembayaran-pembayaran yang  
j) harus dipikul oleh pegawai  yang memangku suatu jabatan umum, karena 






2) Kreditor preferen umum 
Sebagaimana yang diatur dalam pasal 1149 KUHPerdata,  yaitu kreditor yang 
piutang-piutangnya diistimewakan atas semua benda bergerak dan tidak 
bergerak pada umumnya, adapun urutan pelunasan piutang dari penjualan 
beda-benda tersebut adalah sebagai berikut :
90
 
a) Biaya-biaya perkara, yang semata mata dibebankan pelelangan dan 
penyelesaian suatu warisan. 
b) Biaya biaya peguburan, dengan tak mengurangi kekuasaan hakim untuk 
menguranginya, jika biaya itu terlampaui tinggi. 
c) Semua biaya perawatan dan pengobatan dari sakit yang terakhir kali. 
d) Upah para buruh selama tahun yang lalu dan upah yang sudah dibayar 
dalam tahun yang sedang berjalan, beserta jumlah uang kenaikan upah 
menurut pasal 1602q, jumlah pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan 
oleh si buruh guna si majikan, jumlah uang yang oleh simajikan harus 
dibayar kepada si buruh, berdasarkan pasal 1602v ayat (4) kitab undang-
undang ini atau berdasarkan pasal 7 dari “peraturan tambahan tentang 
pegusaha perkebunan”, jumlah uang yang oleh si majikan harus dibayar 
kepada si buruh pada waktu akhirnya hubungan kerja. 
e) Piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan yang dilakukan kepada 
si berutang beserta keluarganya, selama waktu enam bulan terakhir. 
f) Piutang para pengusaha sekolah berasrama, untuk tahun terakhir. 
                                                           





g) Piutang anak-anak yang belum dewasa dan orang orang yang terampu 
terhadap sekalian wali dan pengampu mereka, mengenai pengurusan mereka, 
sekedar piutang-piutang itu tidak dapat diambilkan pelunasan dari hipotik atau 
lain jaminan, yang harus diadakan menurut bab ke lima belas buku ke satu 
kitab undang-undang ini, begitu pula tunjangan-tujangan yang menurut buku 
ke satu oleh orang tua harus dibayar untuk pemeliharaan dan pendidikan 
anak-anak mereka yang sah yang belum dewasa. 
Selain dua klasifikasi kreditor preferen dalam KUHPerdata diatas, kreditor 
preferen juga di sebutkan  dalam undang-undang ketenagakerjaan yakni dalam pasal 
95 ayat (4) terkait hak upah buruh yang belum dibayarkan serta utang pajak yang 
dimuat dalam undang-undang perpajakan pasal 21 ayat (1), (2), (3), (3a), (4), dan (5), 
utang pajak dan utang upah buruh yang belum dibayarkan dimasukkan dalam kreditor 
preferen guna melindungi kepentingan buruh itu sendiri dari ketidakpastian hukum 
akan pembayaran gajinya, serta jika dikaji secara sosiologis tentunya untuk 
memberikan perlindungan kepada  perusahaan itu sendiri akibat dari mogok kerja dan 
amukan para buruh yang tentunya  mengancam stabilitas perusahaan itu sendiri agar 
perusahaan pailit tetap beroperasi, dilain sisi utang pajak dimasukkan sebagai kreditor 
preferen untuk melindungi hak Negara sebagai penerima pajak.  
c. Kreditor konkuren 
Selain dua jenis kreditor diatas terdapat pula kreditor yang disebut dengan 





tidak termasuk ke dalam kreditor separatis dan kreditor preferen, pelunasan piutang  
mereka pun dibayarkan dari sisa penjualan atau lelang harta pailit sesudah kreditor 
separatis dan preferen megambil haknya, Kreditor konkuren juga memiliki hak dan 
kedudukan yang sama dari kreditor lain atas harta pailit milik debitor baik yang sudah 
ada mapun yang akan ada dikemudian hari setelah sebelumnya dikurangi dengan 
kewajiban pembayaran utang kepada para kreditor pemegang hak jaminan dan para 
kreditor dengan pemegang hak istimewa secara profesional menurut perbandingan 
besarnya piutang masing-masing kreditor konkuren tersebut (berbagi secara pari 
passu pro rate parte).
91
 
Persoalan yang timbul kemudian hari dalam proses pemberesan aset pailit 
adalah apabila jumlah utang lebih besar dari harta pailit apalagi setelah kreditor  
separatis dan kreditor preferen mengambil haknya, maka secara tidak langsung hak 
piutang kreditor konkuren tidak akan terbayarkan secara keseluruhan, padahal hukum 
kepailitan nyatanya mengandung prinsip paritas kreditorium yang artinya kedudukan 
para kreditor sama dalam kedudukan pembayaran piutangnya, menurut penulis 
disinilah kelemahan hukum kepailitan dalam melindungi hak-hak kreditor konkuren 
padahal jauh sebelum debitor dinyatakan pailit, perjanjian utang piutang antara 
kreditor konkuren dengan debitor juga dilaksanakan secara sah dan mengikat 
meskipun tidak dijamin dengan hak kebedaan seperti hak tanggungan, fidusia, dan 
hipotik, disinilah peran aktif kreditor konkuren dalam mengawal pemberesan harta 
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pailit agar pembayaran piutangnya dipenuhi dan  tidak serta merta melakukan 
perjanjian utang piutang dengan debitor apabila kemungkinan besar perusahaan 






UPAYA HUKUM KREDITOR TERHADAP KEPENTINGAN HAKNYA 
A. Posisi kasus 
Pada tanggal 5 Agustus 2011, antara Bank Mutiara dan Koperasi Simpan 
Pinjam (KSP) Multi Niaga telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit Nomor 4 
dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, (selanjutnya 
disebut Perjanjian Kredit I), yang mana dalam perjanjian kredit tersebut Bank 
Mutiara telah memberikan fasilitas kredit berupa Kredit Rekening Koran (KRK) 
sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Berdasarkan Perjanjian Kredit 
I diatas tersebut diatas, tanggal jatuh waktu atas fasilitas kredit Koperasi Simpan 
Pinjam (KSP) Multi Niaga adalah selambat-lambatnya pada tanggal 8 Agustus 2012, 
sebagaimana ternyata dalam ketentuan Pasal 1 angka 6. Selain itu, pada tanggal 5 
Agustus 2011, antara Bank Mutiara dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga 
telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit Nomor 5 dihadapan Irma Devita 
Purnamasari, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, (selanjutnya disebut Perjanjian Kredit 
II), dimana dalam perjanjian kredit tersebut Bank Mutiara telah memberikan fasilitas 
kredit berupa Kredit Angsuran Berjangka (KAB) sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua 
miliar lima ratus juta rupiah). Berdasarkan Perjanjian Kredit II tersebut diatas, 
Termohon PKPU I harus membayar fasilitas kredit kepada Bank Mutiara adalah 
selambat-lambatnya pada tanggal 8 Agustus 2013, sebagaimana ternyata dalam 





pelunasan hutang atas pemberian fasilitas kredit yang telah diberikan oleh Bank 
Mutiara kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga berdasarkan Perjanjian 
Kredit I dan Perjanjian Kredit II, Ir. H. Mubyl Handaling telah mengikatkan diri 
untuk menjadi pemberi Jaminan Pribadi (Borgtocht), sebagaimana yang tertuang 
dalam Akta Borgtocht (Jaminan Pribadi) Nomor 12 tertanggal 5 Agustus 2011 dibuat 
dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta,  sampai tanggal 
jatuh tempo Perjanjian Kredit I dan Perjanjian Kredit II sudah lewat waktu, ternyata 
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga belum juga membayar kewajiban atas 
Pokok Utang, Bunga dan Denda sebagaimana yang diperjanjikan, maka Bank 
Mutiara telah menyampaikan surat peringatan sebagai berikut: 
 Surat Nomor 005/Mutiara/Cab.UAY/XI/13 tanggal 6 Januari 2014 perihal 
Surat Peringatan Pertama (SP-1); 
 Surat Nomor 014/Mutiara/Cab.UAY/I/14 tanggal 15 Januari 2014 perihal 
Surat Peringatan Kedua (SP-2); 
 Surat Nomor 0146/Mutiara/SLD/I/14 tanggal 23 Januari 2014 perihal Surat 
Peringatan Ketiga (SP-3); 
Hingga tanggal 23 Januari 2014, jumlah utang Koperasi Simpan Pinjam 
(KSP) Multi Niaga kepada Bank Mutiara yang sudah tahuh tempo dan dapat ditagih 
adalah sebesar Rp11.605.895.002,00 (sebelas miliar enam ratus lima juta delapan 












Pokok Bunga Denda 
KRK 
10.235.610.834 10.235.610.834 632.823.946 94.408.816 10.962.843.596 
KAB 463.218.428 463.218.428 42.007.851 137.825.127 643.051.406 
TOTAL 10.698.829.262 10.698.829.262 674.831.797 232.233.943 11.605.895.002 
Oleh karena Ir. H. Mubyl Handaling, telah mengikatkan diri sebagai penjamin 
pribadi atas hutang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga sebagaimana yang 
telah diuraikan diatas, maka Ir. H. Mubyl Handaling wajib membayar hutang 
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga terhadap kepada Bank Mutiara sebesar 
Rp11.605.895.002,00 (sebelas miliar enam ratus lima juta delapan ratus sembilan 
puluh lima ribu dua rupiah), Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1820 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (kuhperdata) yang menyatakan: 
“Penanggungan ialah suatu persetujuan dimana pihak ketiga demi 
kepentingan Kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan Debitur, 
bila Debitur itu tidak memenuhi perikatannya”.92 
Berdasarkan apa yang diatur dalam Pasal 2 Perjanjian Akta Borghtocht 
Nomor 12 tertanggal 5 Agustus 2011 Ir. H. Mubyl Handaling telah melepaskan hak 
istimewanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1831 kuhperdata, sehingga Ir. H. 
Mubyl Handaling tidak dapat menuntut agar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi 
Niaga melunasi hutangnya terlebih dahulu, berdasarkan uraian diatas, jelas terbukti 
secara sederhana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga mempunyai hutang 
kepada Bank Mutiara yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dimana Ir. H. Mubyl 
                                                           





Handaling turut bertanggung jawab atas hutang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi 
Niaga pada Bank Mutiara yang berjumlah Rp11.605.895.002,00 (sebelas miliar enam 
ratus lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua rupiah, disamping kepada 
Bank Mutiara, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga dengan dijamin secara 
pribadi oleh Ir. H. Mubyl Handaling juga mempunyai utang-utang kepada Kreditur 
lain yaitu : 
 PT Bank Andara Kantor Pusat, yang beralamat di Plaza Bapindo, Citibank 
Tower Lantai 28 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 54-55 Jakarta; 
 PT Bank Negara Indonesia Cabang Makassar, yang beralamat di Menara 
Bosowa Lantai 3 Jalan Jenderal Sudirman Nomor 5 Makassar; 
 PT Bank Negara Indonesia, Kantor Pusat Gedung BNI, Jalan Jenderal 
Sudirman Kavling 1 Jakarta 10220; 
 Dan Kreditur-Kreditur lainnya, yang nantinya akan kami sampaikan pada saat 
pembuktian berlangsung; 
Bank Mutiara memperkirakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi 
Niaga dan Ir. H. Mubyl Handaling tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang 
sudah jatuh waktu dan dapat ditagih sehingga perlu diberi penundaan kewajiban 
pembayaran utang untuk memungkinkan mengajukan rencana perdamaian. 
Dengan demikian permohonan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 222 (3) 
Undang Undang Nomor 37 tentang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi: 
“Kreditur yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan 





memohon agar kepada Debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran 
utang, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang 
meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada 
Krediturnya”.93 
Berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU diatas, 
Bank Mutiara selanjutnya mengajukan permohonan PKPU terhadap Koperasi Simpan 
Pinjam (KSP) Multi Niaga dan Ir. H. Mubyl Handaling dengan tujuan untuk 
memberikan kesempatan mengajukan perdamaian yang pada pokoknya berisi 
penawaran penyelesaian kewajiban Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga dan 
Ir. H. Mubyl Handaling dalam suatu koridor hukum yang jelas dan pasti. 
Dalam banyak kasus kepailitan pengajuan PKPU banyak di tempuh terlebih 
dahulu jika debitor  tidak mempunyai kemampuan untuk membayar utangnya serta 
PKPU ditujukan untuk memberikan waktu agar perdamaian terlebih dahulu dapat 
dilaksanakan sesuai pasal 228 ayat (4) UUKPKPU, namun jika dalam masa 
penundaan kewajiban kewajiban pembayaran utang (PKPU) baik PKPU sementara 
maupun PKPU tetap ternyatan mayoritas kreditor tidak menyetujui perdamaian maka 
pengadilan wajib menyatakan status pailit kepada debitor. 
 Adapun upaya upaya yang dilakukan kreditor dalam hal ini Bank Mutiara 
dalam melindungi kepentingan haknya adalah sebagai berikut : 
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B. Mengajukan PKPU di Pengadilan Niaga Makassar dengan Nomor 
register perkara 003/Pdt.Sus-Pkpu/2014/Pn.Niaga.Mks. 
Dalam kasus kepailitan ini majelis hakim mengeluarkan beberapa putusan 
dalam sidang yang berbeda mulai dari sidang pertama terkait masalah penetapan 
PKPU sementara, perpanjangan PKPU tetap selama 15 hari dan 120 hari sampai 
sidang terakhir yang mencabut status pailit salah satu debitor yang akan penulis urai 
satu-persatu : 
a. Sidang pertama, tertanggal 19 Mei 2014 yang amar putusannya adalah 
sebagai berikut : 
1. Mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang 
(PKPU) sementara yang diajukan oleh pemohon PKPU terhadap termohon 
PKPU untuk seluruhnya; 
2. Menetapkan penudaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sementara 
termohon I PKPU / KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) MULTI 
NIAGA dan termohon II PKPU / Ir. H. Mubyl Handaling untuk paling 
lama 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan a quo diucapkan; 
3. Menunjuk saudara SUNARSO, SH, MH. Hakim pengawas pada 
pengadilan Niaga/Negeri Makassar sebagai hakim pengawas untuk 
mengawasi proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) 






4. Mengangkat masing-masing : 
 MUHAMMAD ISMAK, S.H,. M.H. Beralamat kantor di ISMAK 
ADVOCATED, Jl. Tebet Barat IX No. 7 B, Jakarta Selatan. 
 DEDY KURNIADI, S.H,. M.H., beralamat di DEDY KURNIADI & 
CO Lawyer, Wisma Tugu Raden Saleh, Jl. Raden Saleh Raya No. 44 
Jakarta 10330. 
 DARWING ARITONANG, S.H., M.H., beralamat di DARWING 
ARITONANG & PARNERTS Law Offices, Graham Rospita, Jl. 
Pramuka Raya No. 185, Jakarta 10570. 
Selaku pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaan 
Utang  (PKPU) sementara yang diajukan oleh PEMOHON PKPU 
terhadap TERMOHON PKPU; 
5. Memerintahkan pengurus untuk memanggil termohon PKPU/Debitor dan 
pemohon PKPU/Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui 
kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat 
pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang Sementara a quo diucapkan; 
6. Menghukum kepada TERMOHON PKPU untuk membayar biaya yang 






Dari amar putusan diatas pertimbangan hakim secara sederhana dalam 
mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) adalah merujuk 
kepada ketetuan Pasal 222 (3) UUKPKPU yang berbunyi: 
“Kreditur yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan 
membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat 
memohon agar kepada Debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran 
utang, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang 
meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada 
Krediturnya”.94 
Serta merujuk kepada ketentuan pasal 225 ayat (3) UUKPKPU yang berbunyi : 
“Dalam hal permohonan yang diajukan oleh kreditor, pengadilan dalam waktu 
paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat 
permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban 
pembayaran utang sementara dan dan harus menunjuk hakim pengawas dari 
hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang 
bersama dengan debitor mengurus harta debitor”95. 
dari 2 (dua) ketetuan pasal diatas sudah terpenuhi dari posisi kasus yang penulis 
uraikan diatas. Serta pihak debitor dalam proses persidangan tidak dapat membantah 
apa yang di dijadikan dasar oleh pihak kreditor dalam hal ini Bank Mutiara dalam 
mengajukan permohonan penundaan kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sehingga 
majelis hakim dengan tegas menerima permohonan penundaan kewajiban 
Pembayaran Utang (PKPU) dan menetapkan PKPU sementara selama 45 ( empat 
puluh lima) hari. 
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b. Sidang ke-dua, tertanggal 1 Oktober 2014 yang amar putusannya adalah 
sebagai berikut : 
1. Mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap 
selama 15 (lima belas) hari terhitung sejak putusan diucapkan; 
2. Menetapkan sidang munsyawarah majelis hakim pada hari kamis tanggal 
16 Oktober 2014 bertempat di Pegadilan Niaga pada pegadilan Negeri 
Makassar pukul 10.00 Wita; 
3. Memerintahkan pengurus untuk memaggil pemohon penundaan kewajiban 
pembayaran utang dan para kreditor yang dikenal dalam surat tercatat agar 
datang pada sidang yang telah ditetapkan di atas; 
4. Menangguhkan imbalan jasa pengurus setelah berakhirya penudaan 
kewajiban pembayaran utang; 
5. Menghukum kepada para termohon permohonan penudaan kewajiban 
pembayaran utang (PKPU) utuk membayar biaya yang timbul dalam 
perkara ini, yang ditaksir sebesar Rp. 2.201.000,- (dua juta dua ratus 
seribu rupiah); 
Dari putusan majelis hakim pengadilan Niaga Makassar pada sidang kedua 
didasari atas permintaan para kreditor melalui pengurus untuk diberikan PKPU tetap 
selama 15 (lima belas) hari yang mana dalam rapat kreditor semua kreditor sepakat 





diucapkan. Dikabulkannya perpanjangan PKPU tetap tersebut menurut penulis telah 
tepat karena jika merujuk pada ketentuan pasal 229 ayat (1) UUKPKPU berbunyi : 
“Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap berikut 
perpanjangannya ditetapkan oleh pengadilan berdasarkan : 
a) Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang 
haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling 
sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang 
sementara diakui dari kreditor konnkuren atau kuasanya yang hadir dalam 
sidang tersebut; 
b) Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya 
dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak 
angunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 
2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang 
hadi dalam sidang tersebut”.96 
Pemberian perpanjangan PKPU tetap tesebut adalah guna memberikan kesempatan 
kepada debitor dalam mengupayakan perdamaian agar bisa terlaksana semaksimal 
mungkin serta memberikan waktu kepada pihak kreditor untuk mempertimbangankan 
keuntungan apa yang ditawarkan oleh debitor  dalam rencana perdamaian tersebut. 
c. Sidang ke-tiga, tertanggal 16 Oktober 2014 yang amar putusannya adalah 
sebagai berikut : 
1. Mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang 
(PKPU) tetap selama 120 (seatus dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 
putusan diucapkan; 
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2. Menetapkan sidang munsyawarah majelis hakim pada hari kamis tanggal 
13 Februari 2015 bertempat di Pegadilan Niaga pada pegadilan Negeri 
Makassar pukul 10.00 Wita; 
3. Memerintahkan pengurus untuk memaggil pemohon penundaan kewajiban 
pembayaran utang dan para kreditor yang dikenal dalam surat tercatat agar 
datang pada sidang yang telah ditetapkan di atas; 
4. Menangguhkan imbalan jasa pengurus setelah berakhirya penudaan 
kewajiban pembayaran utang; 
5. Menghukum kepada para termohon permohonan penudaan kewajiban 
pembayaran utang (PKPU) utuk membayar biaya yang timbul dalam 
perkara ini, yang ditaksir sebesar Rp. 2.201.000,- (dua juta dua ratus 
seribu rupiah); 
Pada sidang ke tiga ini majelis hakim memutuskan perpanjangan PKPU tetap 
selama 120 hari karena pada rapat kreditor tidak terjadi kebulatan suara untuk jangka 
waktu perpajangan antara kreditor dan debitor, sehingga hakim pengawas 
merekomendasikan agar diberikan perpanjangan PKPU selama 120 (seratus dua 
puluh) hari. Menurut penulis diberikannya perpanjangan waktu PKPU agar 
perdamaian membuahkan hasil sebagaimana tujuan PKPU itu sendiri. Dan hal ini 
sejalan dengan ketentuan pasal 229 ayat (1) UUPKPU dan syarat pemberian 





d. Sidang ke-empat, tertanggal 24 Februari 2015 yang amar putusannya adalah 
sebagai berikut : 
1. Menyatakan permohonan penudaan kewajiban pembayara utang 
(PKPU) terhadap termohon I PKPU/Koperasi Simpan Pinjam (KSP) 
Multi Niaga dan termohon II PKPU/Ir. H. Mubyl Handaling berakhir; 
2. Menyatakan koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi  Niaga yang 
beralamat di Jl. Raya Pendidikan A No. 8-9 makassar dan Ir. H. Mubyl 
Handaling Jl. Hertasning I No. 26 RT. 001/006, Kel. Tidung, kec. 
Rappocini, Makassar dalam keadaan pailit dengan segala akibat 
hukumnya; 
3. Menunjuk Ibrahim Palino, sh,. M.h. hakim niaga pada pengadilan 
negeri Makassar sebagai hakim pengawas dalam kepailitan ini; 
4. Mengangkat masing-masing: 
 DEDY KURNIADI, S.H,. M.H., beralamat di DEDY 
KURNIADI & CO Lawyer, Wisma Tugu Raden Saleh, Jl. Raden 
Saleh Raya No. 44 Jakarta 10330. 
 DARWING ARITONANG, S.H., M.H., beralamat di 
DARWING ARITONANG & PARNERTS Law Offices, Graham 
Rospita, Jl. Pramuka Raya No. 185, Jakarta 10570. 





5. Menyatakan biaya kepailitan dan imbalan jasa bagi Kurator akan 
ditetapkan setelah proses kepailitan berakhir 
6. Menghukum termohon I PKPU (Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi 
Niaga) dan termohon II PKPU (Ir. H. Mubyl Handaling) membayar 
biaya perkara yang saat ini ditaksir sejumlah Rp. 2.201.000,- (dua juta 
dua ratus seribu rupiah); 
Pada putusan hakim sidang ke-empat diatas pertimbangan hakim dalam 
memutuskan dua poin penting yakni mengakhiri proses penundaan kewajiban 
pembayaran utang (PKPU) serta menyatakan koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi  
Niaga dan Ir. H. Mubyl Handaling berada dalam keadaan pailit disebabkan para 
kreditor tidak menyepakati rencana perdamaian, baik kreditor termohon I PKPU/ 
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga maupun kreditor termohon II PKPU/Ir. 
H. Mubyl Handaling hal itu bersarkan hasil pemungutan suara rencana perdamaian 
tertaggal 12 Februari 2015  yang mana hasilnya menyatakan : 
1. Terhadap termohon I PKPU/ Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga, 
kreditor konkuren 100% (seratus persen) meyetujui rencana perdamaian 
tesebut, sedangkan kreditor separatis yang menyetujui adalah 75,31% (tujuh 
puluh lima koma tiga puluh satu persen) dan yang tidak menyetujuinya 
24,69% (dua puluh empat koma enam puluh Sembilan persen); 
2. Terhadap termohon II PKPU/Ir. H. Mubyl Handaling, kreditor konkuren 





sedangkan kreditor separatis 100% (seratus persen) meyetujui rencana 
perdamaian tesebut; 
meskipun hasil pemungutan suara kreditor terhadap rencana perdamaian sudah 
memenuhi 2/3 (dua pertiga) dari seluruh tagihan, namun pemungutan suara tersebut 
tidak memenuhi persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah kreditor yang hadir, 
sehingga syarat terpenuhinya persetujuan atas rencana perdamaian tersebut tidak 
terpenuhi sebagaimana yang diatur dalam pasal 281 ayat (1) UUKPKPU yang 
berbunyi : 
“rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan : 
a Persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang 
haknya diakui atau sementara  diakui yang hadir pada rapat kreditor 
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 268 termasuk kreditor 
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 280, yang bersama-sama 
mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang 
diakui atau sementara diakui dari kreditor kokuren atau kuasanya yang 
hadir dalam rapat tersebut; dan 
b Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya 
dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak 
angunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 
2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang 
hadi dalam sidang tersebut”.97 
Dalam putusan ini kemudian pihak debitor dalam hal ini Koperasi Simpan 
Pinjam (KSP) Multi Niaga dan Ir. H. Mubyl Handaling melalui kuasa hukumnya H. 
Sulthani, S.H., M.H. kemudian mengajukan peninjauan kembali ke mahkamah agung 
dengan nomor register perkara 82 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018 yang dalam putusannya 
majelis hakim menyatakan : permohonan peninjauan kembali dari para pemohon 
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peninjauan kembali 1. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga dan 2. Ir. H. 
Mubyl Handaling tersebut tidak dapat diterima. Adapun dasar pertimbangan 
Mejelis Hakim Mahkamah Agung menolak upaya peninjauan kembali adalah sesuai 
pasal 290 UUKPKPU yang mengatakan : 
“apabila pengadilan telah menyatakan debitor pailit, maka terhadap putusan 
pernyataan pailit tersebut berlaku ketentuan tentang kepailitan sebagaimana 
yang dimaksud dalam bab II, kecuali pasal 11, pasal 12, pasal 13 dan pasal 
14”.98 
Adapun pasal yang dikecualikan diatas adalah terkait masalah upaya hukum, baik 
upaya hukum kasasi dan upaya hukum peninjauan kembali sehingga majelis hakim 
tanpa mempetimbangkan substansi pokok keberatan peninjauan kembali harus 
menyatakan peninjauan kembali yang diajukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) 
Multi Niaga dan Ir. H. Mubyl Handaling tidak dapat diterima. Meskipun alasan-
alasan peninjauan kembali telah diajukan oleh pemohon berupa ditemukannya alat 
bukti baru berupa surat Nomor 452/Mutiara/Cab.UAY/IX/12 perihal persetujuan 
perpanjangan fasilitas kredit tertanggal13 September 2012 dari PT Bank Mutiara 
(Bukti PK-1) dan surat kesepakatan penjualan barang jaminan oleh tim pengurus 
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga dan Ir. H. Mubyl Handaling dengan PT 
Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten tertanggal 0 Oktober 2014 (Bukti 
PK-2) serta terdapat kekhilafan dan kekeliruan hakim dalam memutus perkara pada 
halaman 18 angka 8 yang mengatakan bahwa “pengurus telah melaksanakan rapat 
kreditor pada tanggal 15 Oktober 2015” padahal pada saat ini baru bulan Maret 
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Tahun 2015, artinya sangat tidak mungkin pengurus telah menyelenggarakan rapat 
keditor pada tanggal 15 Oktober 2015. Namun hal yang diuraikan pemohon 
peninjauan kembali sebagai alasan peninjauan kembali tidak dapat di pertimbangkan 
oleh majelis hakim sesuai ketentuan pasal 290 UUKPKPU tadi. 
e. Sidang ke-lima, tertanggal 3 Agustus 2015 yang amar putusannya adalah 
sebagai berikut : 
1. Menyatakan status pailit Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga, 
beralamat di Jl. Raya Pendidikan A No. 8-9 makassar DICABUT; 
2. Menyatakan Ir. H. Mubyl Handaling Jl. Hertasning I No. 26 RT. 
001/006, Kel. Tidung, Kec. Rappocini, Makassar tetap dalam keadaan 
pailit; 
3. Memerintahkan panitera/sekretaris  pengadilan Niaga pada pengadilan 
Negeri Makassar untuk mengumumkan pencabutan status pailit 
terhadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga; 
4. Menunjuk surat kabar harian Kompas dan Fajar Makassar serta Berita 
Negara RI untuk mengumumkan hal-hal sebagaimana tersebut dalam 
ketentuan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 
Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; 
5. Menyatakan besarnya biaya kepailitan dan imbalan jasa (fee) kurator 





Hal yang menarik dalam putusan majelis hakim diatas adalah dicabutnya 
status pailit salah satu debitor yakni Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga, 
yang kemudian pihak Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga mengajukan 
kasasi dengan register perkara nomor 297 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 atas putusan tersebut 
dengan alasan bahwa mencabut status pailit terhadap termohon I PKPU/ Koperasi 
Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga maka putusan tersebut sama dengan mencabut 
sebagian putusan pailit dan atau merubah sebagian putusan saja sedangkan dalam 
putusan adalah suatu kesatuan putusan, selanjutnya dalam UUKPKPU pasal yang 
mengatur tentang pencabutan status pailit tidak mengenal adanya perubahan putusan 
dan atau mencabut sebagian atas putusan pailit melainkan mencabut yang artinya 
secara keseluruhan bukan separuh-separuh yang dinilai bertentangan dengan pasal 18 
dan pasal 19 UUKPKPU, selanjutnya berdasarkan surat edaran mahkamah agung 
nomor 7 tahun 2012 menegaskan bahwa amar putusan pailit hanya berisi Kabul dan 
tolak namun hal-hal yang diuraikan dalam memori kasasi selajutnya ditolak oleh 
majelis hakim, karena majelis hakim pengadilan niaga Makassar tidak salah dalam 
menerapkan hukum, dengan dasar pertimbangan hakim mencabut status pailit dari 
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga adalah berdasarkan laporan kurator dan 
laporan hakim pengawas yang menyatakan bahwa ternyata kondisi Koperasi Simpan 
Pinjam (KSP) Multi Niaga sangat tidak memungkinkan untuk melakukan 
pembayaran utang kepada para kreditor dan tagihan-tagihan lainnya dari hasil 





diemukan adalah harta pailit maupun kekayaan atas nama Ir. H. Mubyl Handaling 
dan istrinya yang dikaitkan dengan barang jaminan para kreditor separatis serta 
majelis hakim menyatakan bahwa antara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga 
dengan Ir. H. Mubyl Handaling adalah dua badan hukum yang berbeda dimana 
keduanya memiliki kreditor yang berbeda dan berdiri sendiri-sendiri sehinggal 
majelis hakim menyatakan mencabut status pailit Koperasi Simpan Pinjam (KSP) 







WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR 
Berbicara masalah perlindungan hukum terhadap kreditor  tentu tidak hanya 
terlepas dari pemenuhan hak hak kreditor dari pembayaran utang oleh debitor tetapi 
kepastian akan waktu pembayaran juga menjadi hal yang serius, dalam kasus utang 
piutang ada beberapa instrument hukum yang biasa di tempuh oleh debitor dalam 
mewujudkan kepentingan haknya, yakni gugatan wanprestasi atau permohonan 
kepailitan yang di atur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 
kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, adapun perbedaan dari 
gugaatan wanprestasi dengan permohonan pailit dalam kasus utang piutang adalah 
terhadap putusan wanprestasi hanya berlaku untuk kreditor yang tercantum dalam 
putusan tersebut sedangkan dalam hal permohonan pailit putusannya berlaku bagi 
seluruh kreditor dari debitor, dalam banyak kasus khususnya debitor yang berbentuk 
Bank biasanya mengajukan proses penundaan kewajiban pembayaran utang kepada 
debitor guna tercapai pedamaian terlebih dahulu sebagaimana tujuan PKPU itu 
sendiri  namun jika perdamaian tidak disepakati oleh kreditor maka selanjutkan 
majelis hakim wajib mengakhiri PKPU dan menyatakan debitor dalam keadaan pailit 
yang mana seluruh aset debitor baik yang sudah ada maupun yang akan ada 
dikemudian hari akan menjadi jaminan dalam memenuhi kewajiban utangnya, dan 
tentunya hak debitor dalam mengurus harta bendanya akan diambil alih oleh kurator 





kepada orang lain agar tidak masuk kedalam boedel pailit. Dalam kasus yang 
melibatkan Bank Mutiara sebagai keditor dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi 
Niaga serta Ir. H. Mubyl Handaling sebagai debitor, penulis selanjutnnya akan 
mengurai sejauh mana wujud perlindungan hukum terhadap kreditor dalam kasus ini 
dikaitkan dengan UUKPKPU. Adapun wujud perlindungan hukum kreditor menurut 
penulis dalam kasus ini adalah sebagai berikut : 
A. Dijualnya Sebagian Aset Milik Debitor Pada Saat Proses Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang. 
Pada saat proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) tetap 
sementara berlangsung pengurus telah berhasil menjual aset jaminan kreditor PT 
Bank Mutiara yang terletak di Kelurahan Tamparang Keke, Kecamatan Mamajang, 
Kota Makassar berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20060, penjualan aset 
tersebut disepakati antara kedua belah pihak, baik debitor maupun kreditor guna 
mengurangi jumlah tagihan debitor PKPU.  
Penjualan aset tersebut tentunya sebagai salah satu wujud perlindungan 
hukum terhadap kreditor dalam hal pelunasan piutangnya, meskipun tidak menutupi 
seluruh utang debitor itu sendiri. Menurut penulis penjualan aset debitor pada saat 
proses PKPU masih berlangsung tidak bertentangan dengan undang-undang, baik 
undang-undang kepailitan maupun undang-undang hak tanggungan, apalagi aset 
tersebut dijaminkan dengan hak tanggungan yang notabenenya berlaku titel 





kedua belah pihak dengan mempertimbangkan bahwa dalam menjual aset tersebut 
tidak akan merugikan kedua belah pihak karena dijual dengan harga yang maksimal 
guna mengurangi jumlah utang debitor itu sendiri. 
B. Dinyakannya debitor pailit akibat rencana perdamaian tidak disepakati 
oleh para kreditor. 
Pasal 1 ayat (1) UUKPKPU telah tegas mengatakan bahwa : 
 “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang 
pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan 
hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.99 
Dari rumusan pasal tersebut telah tegas menyatakan ketika terjadi pailit maka semua 
aset debitor baik yang sudah ada maupun yang akan dikemudian hari akan menjadi 
jaminan dalam pelunasan aset guna terwujudnya kepastian hak dari kreditor akan 
pembayaran utangnya, dalam kasus yang melibatkan antara pihak kreditor/Bank 
Mutiara selaku pemohon PKPU dengan pihak debitor/koperasi Simpan Pinjam (KSP) 
Multi Niaga dan Ir. H. Mubyl Handaling selaku termohon I dan II telah melewati 
proses PKPU sementara, PKPU tetap sampai akhirnya dinyatakan pailit, 
dinyatakannya pailit terhadap kedua debitor tersebut karena dalam proses PKPU tidak 
tercapai perdamaian antara kedua belah pihak sehingga majelis hakim menyatakan 
megakhiri proses PKPU dan menyatakan keduanya berada dalam keadaan pailit. 
 Dinyatakannya pailit debitor menurut penulis adalah salah satu wujud 
perlindungan hak-hak kreditor sebab jika debitor sudah dalam keadaan pailit maka 
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hak untuk menguasai/megurus hartanya di cabut guna mencegah hal-hal buruk yang 
mungkin terjadi seperti debitor menjual asetnya, debitor menggelapkan asetnya 
dengan berbagai modus seperti mengalihkan hartanya ke orang lain agar tidak masuk 
dalam boedel pailit. serta jika debitor sudah dinyatakan pailit maka ditunjuklah 
seorang kurator yang bertugas mengurus dan membereskan harta pailit sebagaimana 
yang diatur dalam pasal 69 sampai 79  UUKPKPU.  
Yang menjadi persoalan besar kemudian adalah apabila dalam kepailitan 
tersebut ternyata harta debitor tidak mencukupi untuk menutupi seluruh tagihan utang 
dari pihak kreditor tentunya hal tersebut akan merugikan pihak kreditor itu sendiri. 
Persoalan selanjutnya adalah dari segi batasan waktu membereskan utang-utang 
debitor dalam  poses kepailitan karena dalam undang-undang kepailitan dan PKPU 
tidak mengatur mengenai maksimal lamanya proses kepailitan yang diatur hanya 
maksimal waktu proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yakni 
maksimal 270 hari, sehinggal menurut penulis undang-undang kepailitan mestinya 
juga mengatur mengenai lamanya proses kepailitan guna mewujudkan kepastian 
waktu terhadap proses kepailitan karna jika proses kepailitan tidak dibatasi lamanya 
pastinya akan merugikan kreditor. 
C. Ditolaknya Permohonan Peninjauan Kembali Yang Diajukan Pihak 
Debitor karena debitor dinyatakan pailit. 
Setelah dinyatakan pailit koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga dan Ir. 





peninjauan kembali terhadap putusan tersebut, diajukannya peninjauan kembali 
sebagai bentuk keberatan tehadap putusan pernyataan pailit tersebut serta pihak 
koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga dan Ir. H. Mubyl Handaling telah 
menemukan alat bukti baru yang tidak dipertimbangkan sebelumnya dalam 
persidangan, kemudian terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, namun 
kemudian setelah Majelis Hakim Mahkamah Agung memeriksa peninjauan kembali 
koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga dan Ir. H. Mubyl Handaling majelis 
hakim pun  memutuskan bahwa peninjauan kembali tidak dapat diterima, majelis 
Hakim berpendapat alasan-alasan peninjuan kembali tidak dapat dibenarkan sebab 
jika merujuk kepada ketentuan pasal 290 UUKPKPU yang pada prinsipnya 
mengatakan bahwa putusan pailit yang diakibatkan putusan PKPU tidak dapat 
dilakukan upaya hukum. 
Penulis berpendapat bahwa ditolaknya penijauan kembali terhadap putusan 
pailit tersebut adalah salah satu bentuk perlindungan kepentingan hak debitor, karena 
jika peninjauan kembali diterima maka status pailit debitor akan dicabut serta proses 
penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) akan tetap berlangsung dan hal 
demikian itu memakan waktu yang cukup lama, lamanya proses hukum yang harus 
ditempuh oleh kreditor untuk mendapatkan pemenuhan haknya tentunya berdampak 
pada usaha kreditor itu sendiri, apalagi jika kreditor berbentuk Perbankan yang 
sifatnya hanya mengelolah dana masyarakat (menghimpun dan menyalurkan) ketika 





dalam membayar utangnya tentu perputaran uang dalam bank tersebut akan 
terganggu. 
Menurut penulis pendapat Hakim Mahkamah Agung yang menolak 
peninjauan kembali tersebut sudah benar karena jauh sebelum putusan pailit 
dijatuhkan kepada koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga dan Ir. H. Mubyl 
Handaling, mereka sudah melewati serangkaian proses penundaan kewajiban 
pembayara utang (PKPU) baik sementara maupun tetap yang memakan waktu yang 
cukup lama, yang dalam proses PKPU tersebut tentunya hanya digunakan untuk 
mengajukan rencana perdamaian oleh debitor, yang semestinya waktu tersebut 
digunakan semaksimal mungkin serta hendaknya debitor megajukan rencana 
perdamaian yang kiranya dapat disetujui sebagian besar kreditor. Apalagi sudah 
sepantasnya debitor tahu bahwa ketika rencana perdamaian tersebut tidak berhasil 
maka pastinya majelis hakim akan mengakhiri proses PKPU dan debitor pun harus 
dinyatakan pailit. 
D. Ditolaknya Ditolaknya Permohonan Kasasi Yang Diajukan Pihak Debitor 
karena salah satu debitor dicabut status pailitnya. 
Setelah Majelis Hakim Pengadilan Niaga Makassar menyatakan mencabut 
status pailit terhadap debitor yakni Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga 
dengan pertimbangan bahwa berdasarkan laporan kurator dan hakim pengawas yang 
telah melakukan penelusuran terhadap aset-aset yang megatasnamakan Koperasi 





itu tidak memungkin melakukan pembayaran hutangnya sehingga Majelis Hakim 
Pengadilan Niaga Makassar mencabut status pailit. menurut penulis dicabutnya status 
pailit terhadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga sudah benar Karena jika 
memang harta debitor tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya pengadilan harus 
mencabut pernyataan pailit terhadap debitor, hal ini diatur dalam pasal 18 ayat (1) : 
“Dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan maka 
pengadilan atas usul hakim pengawas setelah mendengar panitia kreditor 
sementara jika ada, serta setelah memanggil dengan sah atau debitor, dapat 
memutuskan pencabutan putusan peryataan pailit”.100 
Meskipun Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga dicabut status 
pailitnya namun PT Bank Mutiara tetap akan memperoleh pelunasan utang dari 
boedel pailit dari Ir. H. Mubyl Handaling, sebab dalam perjanjian kredit antara 
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga dengan PT Bank Mutiara turut pula Ir. 
H. Mubyl Handaling sebagai penjamin pribadi, yang mana Ir. H. Mubyl Handaling 
sebagai penjamin pribadi tentunya wajib memenuhi perikatan tersebut sebagaimana 
diatur dalam pasal 1820 KUHPerdata : 
“Penanggungan ialah suatu persetujuan dimana pihak ketiga demi 
kepentingan Kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan Debitur, 
bila Debitur itu tidak memenuhi perikatannya”101. 
Serta dalam perjanjian kredit tersebut dalam pasal 2 menerangkan termohon PKPU 
II/Ir.H. Mubyl Handaling telah melepaskan hak istimewahnya sebagaimana diatur 
dalam pasal 1831 KUHPerdata sehingga jelas bahwa Ir.H. Mubyl Handaling tidak 
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dapat menuntut agar termohon PKPU I/Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga 








Dari Apa Yang penulis kemukakan diatas, dapatlah diambil kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Dinyatakannya pailit terhadap koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga 
dan Ir. H. Mubyl Handaling telah sesuai dengan undang-undang kepailitan 
yang berlaku karena syarat dinyatakanya pailit akibat tidak terwujudnya 
perdamaian dalam Proses penundaa kewajiban pembayarann utang sehingga 
majelis hakim pengadilan niaga Makassar wajib mengakhiri proses PKPU dan 
menetapkan koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga dan Ir. H. Mubyl 
Handaling dalam status pailit, kemudian pihak koperasi Simpan Pinjam (KSP) 
Multi Niaga dan Ir. H. Mubyl Handaling mengajukan peninjauan kembali atas 
putusan pernyataan pailit tersebut karena telah mendapatkan kehilafan/ 
kekeliruan yang nyata oleh hakim dalam memutus perkara tersebut, serta 
ditemukannya alat bukti baru (novum) yang tidak dipertimbangkan dalam 
memutus perkara tersebut namun majelis hakim maahkamah agung kemudian 





sebagaimana diatur dalam pasal 290 UUKPKPU yang intinya mengatur 
bahwa putusan pailit yang diakibatkan oleh putusan PKPU tidak dapat 
dilakukan upaya hukum.  
2. Dicabutnya status pailit oleh majelis hakim pengadilan niaga Makassar 
kembali terhadap koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga telah sesuai 
undang-undang karena berdasarkan laporan kurator dan hakim pengawas 
bahwa koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga tidak dimungkin untuk 
melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya karena tidak memiliki aset 
sama sekali, putusan ini kemudian kembali diajukan upaya hukum kasasi 
karena pihak koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga menganggap 
pencabutan status pailit salah satu termohon PKPU bertentangan dengan 
undang-undang dan surat edara mahkamah agung namun kemudian majelis 
hakim kembali menolak permohonan kasasi tersebut. Meskipun koperasi 
Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga dicabut status pailitnya Bank Mutiara akan 
tetap medapatkan pelunnasan utang dari Ir.H. Mubyl Handaling sebab 
perjanjian kredit antara Bank Mutiara dengan koperasi Simpan Pinjam (KSP) 





sebagaimana yang atur dalam pasal 1820 KUHPedata dan dalam perjanjian 
kredit itu telah diatur juga dalam pasal 2 bahwa Ir.H. Mubyl Handaling telah 
melepas hak istimewanya sebagaimana diatur dalam pasal 1831 KUHPerdata 
sehingga meskipun pada hanya akhirnya hanya Ir.H. Mubyl Handaling yang 
dinyatakan pailit maka semua utang koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi 
Niaga terhadap Bank Mutiara akan ditanggung oleh Ir. H. Mubyl Handaling. 
B. Saran 
1. Hendaknya pihak perbankan dalam menyalurkan kredit kepada debitor harus 
lebih berhati-hati agar resiko yang timbul dikemudian hari misalnya 
pembayaran menunggak (kredit macet) lebih bisa diminimalisir agar tidak 
berdampak kepada jalannya perusahaan itu sediri. 
2. Mestinya pemerintah harus mengatur dengan jelas terkait lamanya proses 
kepailitan itu sendiri sebagai wujud kepastian hukum dalam hal ini wujud 
kepastian waktu pelunasan piutang oleh debitor terhadap kreditor. Serta 
undang-undang kepailitan juga harus mengatur sangsi pidana terkait masalah 
kepailitan terlepas dari kitab undang-undang hukum perdata sebab pada 
dasarnya masalah kepailitan bermula dari proses perjajian yang disepakati 
oleh kedua belah pihak baik debitor maupun kreditor sehingga pastinya 





dipenuhi akan menimbulkan ketidak seimbangan yang berakibat merugikan 
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